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ABSTRAK
Nama : MUHAMMAD YUSUF SETIAWAN
NIM : 10300110017
Jurusan : HUKUN PIDANA DAN KETATANEGARAAN
Judul :PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN DI DESA
BATETANGNGA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
(Suatu Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)
Dalam Penulisan Skripsi ini, membahas terkait fungsi Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
di sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Hal ini dilator belakangi oleh pentingnya penerapan dan peran lembaga
dalam melayani masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan
tugasnya sebgai lembaga Pemerintahan, melainkan juga sebagai wakil dari
masyarakat.
Tujuan penulisan ini adalah 1) Untuk Mengetahui dan mendefenisikan Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Batetangnga, dalam menjalankan fungsi sebagai
pelaksana pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 2)
Mekanisme kerja setiap anggota Badan Permusyawaran Desa di Desa Batetangnga,
dengan berbagai macam hambatan yang dihadapai oleh para aparat Desa.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka digunakan metodelogi yaitu: 1)
wawancara dengan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, serta
para tokoh-tokoh Masyarakat. 2) Data sekunder yaitu literatur-literatur antaralain,
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, serta peraturan pelaksana lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan realisasi Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Batetangnga dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004  yaitu berfungsi menetapkan peraturan desa bersama
Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Dalam menjalankan pemerintahan berbagai macam hambatan  dihadapi yang
menjadi penghalang terhadap kemajuan desa yaitu: 1) Sikap Mental. 2) Sosialisasi
tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dan adapun hal-hal yang
mempengaruhi sehingga mekanisme kerja Badan Permusyawaratan Desa tidak
berjalan, 1) Tingkat Pendidikan, 2) Ekonomi (gaji), 3) Sarana dan Prasarana, 4)
Partisipasi Masyarakat, 5) Lingkungan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara kesatuan  “eenhaidsstaat” maka Indonesia tidak
akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat “staat”, juga
daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu daerah
Provinsi, Kabupaten dan Desa yang mana hal ini dipertegas dalam Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945.1
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, adalah daerah yang bersifat
otonom atau bersifat daerah administrasi yang semuanya berjalan sesuai dengan
aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada daerah-daerah otonom
tersebut dibentuk lembaga-lembaga perwakilan yang akan mengakomodir
pemerintahan serta menjadi mitra dari pemerintah. Desa sebagai bagian integral
dari otonomi tersebut, memerlukan suatu pengaturan yanga terencana dan
terakordinir, sehingga mempunyai daya guna dan hasil guna. Otonomi desa yang
merupakan rangkaian dari pelaksanaan otonomi daerah, telah berjalan cukup
lama dan mengalami pasang surut yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada
perkembangan awalnya, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1965 tentang pengakuan formal pemerintah pusat kepada desa sebagai
daerah otonom yang paling bawah, yang pelaksanaannya dinyatakan tidak
berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 karena dianggap tidak
sesuai dengan perkembangan zaman.
1Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, 2013, h 13.
2Pada perkembangan selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur
oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, yang
merupakan pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965. Hal tersebut
dilakukan dengan tujuan untuk mengubah suatu keadaan pemerintahan desa
yang tidak seragam menuju penyeragaman bentuk dan sistem pemerintahan
dengan corak nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
demi terwujudnya Demokrasi Pancasila.2
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pada Pasal 3 Ayat 1, disebutkan,
bahwa yang dimaksud pemerintahan Desa adalah Kepala Desa, dan Lembaga
Musyawarah Desa (LMD). Lebih lanjut Pasal 10 menegaskan bahwa kepala
Desa menjalankan Hak, Wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah Desa
yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara
dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan kemasyarakatan.3 Dalam hal ini, keberadaan kepala Desa mempunyai
fungsi dan tugas yang sangat kompleks, sebab disatu sisi dia harus mengayomi
masyarakatnya, disisi lain dia sebagai mediator dan penyalur aspirasi
masyarakat ke pihak atas.4
Dengan demikian, otonomi Desa seperti yang dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 merupakan suatu proses pemerintahan yang
2Undang-Undang Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, h 13.
3Hukum Online, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa”,
www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c331f0dcb6d2/, diakses pada tanggal (25
September 2014), h. 5.
4Hukum Online, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa”,
www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c331f0dcb6d2/, diakses pada tanggal (25
September 2014), h. 3.
3tumbuh dari bawah dengan melibatkan massa rakyat secara langsung dalam
proses pemilihan. Dengan demikian proses pemilihan pemerintahan desa
merupakan suatu proses demokrasi yang paling menyentuh masyarakat.
Disamping itu, dengan adanya legalitas formal pemerintah pusat dalam hal
otonomi desa ini, maka pelaksanaan pemerintahan desa menjadi terarah, proses
pembangunan dalam upaya menyejahterahkan masyarakat akan berjalan efektif
dan efisien.
Hal tersebut, sejalan dengan konsep dasar otonomi Daerah, yang termuat
dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah, yang
dirumuskan dalam Pasal 18 (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2), pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.5
Sehingga, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84
Tahun 2000, sudah banyak langkah dan kegiatan yang dilakukan baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar penyelenggaraan otonomi
dapat segera terlaksana.6
5Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, h 13.
6HAW.Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah (Cet: IV; Jakarta: Rajawali
Pers,2013), h 8.
4Namun demikian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979  tidak memuat
ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pemerintahan Desa, justru
menyeragamkan kembali bentuk dan susunan pemerintahan desa secara
nasional. Disamping itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pada dasarnya
justru membatasi otonomi Desa dengan penyeragaman tersebut, oleh karena
menafikan keberadaan hukum adat, budaya yang berlaku di daerah tersebut.
Olehnya itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, dianggap tidak
kondisional, karena tidak mampu mengakomodasi berbagai kepentingan Desa
yang ada.
Kebijakan Otonomi Daerah bermaksud untuk memudahkan dan
memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak, dan aspirasi
masyarakat, yang pelaksanaannya diberikan kewenangan secara luas kepada
pemerintah daerah, dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dan
partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala
bidang kehidupan, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Sejalan dengan arah kebijakan otonomi daerah, maka diterbitkanlah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai
pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Tujuannya adalah untuk
melaksanakan keinginan politik (Political Will) secara sungguh-sungguh untuk
menjalankan desentralisasi, berupa otonomi daerah dan otonomi desa. Sasaran
utamanya adalah untuk mengembalikan kedudukan, peran dan fungsi desa
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihormati, dan memiliki
susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
5Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
huruf (o) yang dimaksud dengan Desa atau disebut dengan nama lain adalah “
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintaan Nasional dan berada di
Daerah Kabupaten”.7
Namun, karena dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut
belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang
hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan
sekitar 8.000 (delapan ribuh) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa
yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman,
terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat,
demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan
pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah,
kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.8
Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa. Undang – undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat
konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan
Pasal 18B Ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan
7Hukum Online, “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa”,
www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c331f0dcb6d2/, diakses pada tanggal (25
September 2014), h. 3.
8Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, dengan kata
pengantar oleh penerbit (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. vi.
6ketentuan Pasal 18 Ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan
masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada
ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.9
Dengan demikian pemerintahan desa yang merupakan sub sistem
penyelenggaraan pemerintahan bersifat otonom, dan berwenang mengatur dan
mengurusi kepentingan masyarakatnya, kepala desa sebagai pemerintah desa
bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
Kedudukan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah sejajar dan menjadi mitra
pemerintah desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga
perwakilan merupakan wahana yang sangat strategis dalam melaksanakan
demokrasi Pancasila. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan
wewenang melaksanakan pemilihan kepala desa, memberikan persetujuan atas
pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa, mengusulkan pengesahan dan
pemberhentian kepala desa serta perangkat desa, bersama-sama dengan
pemerintah desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah desa.
Sedangkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang terdapat
dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa Badan
Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain “berfungsi mengayomi
adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan Desa“, kemudian dalam penjelasan Pasal 104 Undang-Undang
9Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, h.1.
7Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan “bahwa fungsi pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peratutan
Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dan keputusan kepala
Desa”.
Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 55 yaitu, (1) Membahas dan
menyepakati Rancangan dan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;  (2)
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; (3) Melakukan
pengawasan kinerja Kepala Desa.10
Dari landasan yuridis tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa desa
merupakan Daerah Otonomi, bukan otonomi buatan dan kewenangannya tidak
diberikan melainkan diakui, sehingga kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa merupakan pemerintahan yang sah di Desa, yang bertanggungjawab penuh
terhadap pelaksanaan pemerintahan di Desa. Olehnya itu pemerintah Desa pada
umumnya dan Badan Permusyawaratan Desa pada khususnya diharapkan
mampu memberikan kontribusi secara maksimal, demi terwujudnya otonomi
Desa. Badan Permusyawaratan Desa harus mampu menopang penyelenggaraan
pemerintahan desa bersama dengan  pemerintah desa, termasuk pendelegasian
wewenang kepada pemerintah dan untuk dilaksanakan, akan tetapi pelaksanaan
fungsi pemerintahan di desa sering bertentangan dengan substansinya,
khususnya pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa  menurut Undang-undang
No. 22 Tahun 1999.
10Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, h.35.
8Dapat dilihat; (1) pada jalinan kerja dalam tubuh pemerintahan di desa
yang kurang ditata dengan baik, sehingga mengakibatkan kurang kondusifnya
pemerintahan dan terbengkalainya berbagai kepentingan masyarakat; (2)
Lahirnya sifat individualisme dan materialism; (3) Memudarnya semangat
gotong royong; (4) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
pemerintahan; (5) Memudarnya adat dan tradisi masyarakat.
Adapun yang menjadi dasar bagi peneliti menjadikan Desa Batetangnga
Kecamaatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebagai objek penelitian,
antara lain: (1) Desa Batetangnga merupakan daerah kunjungan wisata baik
wisatawan lokal maupun wisatawan domestik serta Sumber Daya Alam
melimpah, hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan desa
serta penentuan kebijakan pada pemerintahan Desa, khususnya dalam sektor
ekonomi; (2) Desa Batetangnga memiliki adat, tradisi, dan budaya yang masih
kental, sehingga mempengaruhi pembuatan peraturan Desa.
B. Rumusan Masalah
Setelah menguraikan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pokok
permasalahan yang akan menjadi batasan obyek pembahasan, adapun batasan
masalah yang di maksud adalah bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dari segi Pemerintahan.
Dari pokok masalah tersebut, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut :
1. Apakah fungsi Badan Permusyawaratan Desa telah dilaksanakaan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Desa
Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?
92. Bagaimanakah penjabaran mekanisme kerja Badan Perwakian Desa
dalam melaksanakan fungsi-fungsinya di Desa Batetangnga Kecamatan
Binuang Kabupaten Polewali Mandar ?
C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian
a. Deskripsi Fokus
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami
penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian yang dianggap penting,
yakni:
a) Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah
daerah yang bersifat operasional dalam rangka system birokrasi
pemerintahan.11
b) Otonomi Daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.12
c) Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.13
11HAW.Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, h 17.
12HAW.Widjaja, Penyelenggaraan  Otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, h 19.
13Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,”, h 2.
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d) Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis14.
e) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelanggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.15
b. Fokus Penelitian
Penelitian ini, memfokuskan mengenai pemerintahan Desa, khususnya
tentang bagaimana pelaksanaan pemerintahan dan fungsi Badan Permusyawaratan
Desa  di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji yaitu Pelaksanaan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Batetangnga
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Banyak literatur yang
membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara
khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada
pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan
pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :
14Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,”, h 3.
15Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ,h 5.
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1. Afan Gaffar dkk dalam bukunya Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan,
buku ini membahas secara umum tentang otonomi daerah dan sejarah
Otonomi daerah pada masa kolonial sampai masa orde baru namun, didalam
buku ini tidak membahas tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerinahan Daerah, dan tidak membahas secara spesifik tentang
Otonomi Desa.
2. HAW. Widjaja dalam bukunya Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli
bulat dan utuh, buku ini membahas tentang pelaksanaan Pemerintahan Desa,
fungsi Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa namun, didalam buku ini tidak
membahas secara terperinci tentang pelaksanaan fungsi pemerintahan Badan
Permusyawaran Desa.
3. HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Penyelenggaraan Otonomi di
Indonesia: dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, buku ini hanya membahas pada tataran
otonomi Daerah yang substansinya membahas tentang Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Undang-Undang ini sudah cukup untuk dijadikan referensi karena banyak
mneguraikan tentang Fungsi Pemerintahan Dewan Permusyawaratan Desa
namun Undang-Undang ini belum diterapkan, karena penerapannya Tahun
2015.
Adapun perbedaan utama dengan penelitian adalah bahwa beberapa buku
diatas tidak menjelaskan secara spesifik dalam konteks Pelaksanaan Fungsi Badan
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Permusyawaratan Desa haruslah diperhatikan Bahwa Badan Permusyawaratan
Desa yang ada dibeberapa Desa belum Mengetahui bagaimana, dan seperti apa
Pelaksanaan Pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuan dan
kegunaan yang hendak dicapai. Demikian halnya dengan penelitian ini
mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Badan
Permusyawaratan Desa sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten
Polewali Mandar dalam kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hasil penelitian
ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan
yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui
dan meneliti lebih jauh tentang pengelolaan serta pengaturan pemerintahan
Desa berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.
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2. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam






Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, bentuk negara yang telah dipilih oleh para pendiri negara
Indonesia yang intinya adalah :
1. Negara kesatuan (menolak federalisme);
2. Berbentuk Republik (bukan kerajaan);
3. Negara yang berdaulat (menolak dan menentang status kolonialisme);
4. Berkedaulatan rakyat (non-diktatoris)
5. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia (kesatuan/kebangsaan)
6. Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia (kesatuan wilayah)1.
7. Asal terbentuknya negara, menurut teori modern yang disampaikan oleh Mr.
R. Kranenberg menyatakan bahwa, negara adalah suatu organisasi kekuasaan
yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan
Logemann mengatakan bahwa negara pada hakikatnya adalah suatu
organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia
yang disebut bangsa. “Ajaran tentang tujuan negara antara lain ajaran
kesusilaan, ajaran negara berketuhanan, ajaran negara kekuasaan, ajaran
negara polisi, dan ajaran negara hukum”.
a. Ajaran kesusilaan menyatakan bahwa tujuan negara adalah memajukan
kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.
1Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini. Ghalia Indonesia,
(Jakarta: 1984), h.34.
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b. Ajaran Negara kekuasaan menyatakan bahwa Negara bertujuan untuk
memperluas kekuasaan semata-mata.
c. Ajaran teokratis menyatakan bahwa tujuan Negara adalah untuk mencapai
penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada dan
di bawah pimpinan Tuhan.
d. Ajaran Negara polisi menyatakan bahwa Negara bertujuan mengatur semata-
mata keamanan dan ketertiban dalam bernegara.
e. Ajaran Negara hukum menyatakan bahwa Negara bertujuan untuk
menyelenggarakan ketertiban hukum berdasarkan dan berpedoman kepada
hukum. Menurut F.J. Stahl, bahwa dalam Negara hukum ada empat unsur
pokok, yaitu 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; 2)
Negara didasarkan pada trias politica; 3) Pemerintahan diselenggarakan
berdasarkan Undang-Undang; 4) Ada pengadilan administrasi yang bertugas
menangani kasus pelanggaran hukum oleh pemerintah.2
f. Negara kesejahteraan menyatakan bahwa Negara adalah mewujudkan
kesejahteraan umum.
Dari pendapat tersebut, negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi
kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagaimana yang telah
disepakati dan ditentukan, dapat pula dikatakan bahwa mendirikan suatu negara
pada hakekatnya adalah mendirikan dan membentuk organisasi kekuasaan.
Kekuasaan yang ada tersebut secara visual dapat dibagi dengan dua cara,
yaitu:
2 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, PT. Bulan Bintang, (Jakarta: 1992), h.66.
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a. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan dalam
hal ini tingkat pemerintahan. Carl J. Frederich memakai istilah pembagian
kekuasaan secara territorial (territorial devision of power). Pembagian
kekuasaan ini dengan jelas dapat disaksikan kalau kita bandingkan antara
negara kesatuan, negara federal, atau negara konfederasi.
b. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dan
pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan
yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga-
lembaga/komisi yang turut serta dibentuk. Dan ini lebih dikenal sebagai
konsep Trias Politica atau pembagian kekuasaan (division of power).
Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, “bahwa pembagian kekuasaan negara
secara horisontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ utama negara
(meliputi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara). Sedangkan pembagian
kekuasaan negara secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Sedangkan, inti dari ajaran Trias Politica adalah “adanya pemisahan
kekuasaan dalam negara, sehingga dengan demikian penyelenggaraan
pemerintahan negara tidak berada dalam kekuasaan satu tangan”.3
Sementara itu menurut Sri Sumantri, “kekuasaan cenderung disalahgunakan
(power tends to corrupt). Pemegang kekuasaan ada kecendrungan untuk
3Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, (Jakarta: 1980), h.138.
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menyalahgunakan kekuasaan dan dalam konteks ini diperlukan adanya
pembatasan kekuasaan”.4
Menurut Ivor Jenings, dalam bukunya “The Law and The Constitution”
menyatakan “bahwa pemisahan kekuasaan (separation of power) dapat dilihat dari
sudut materiil dan formiil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti bahwa
pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas
kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan
kekuasaan itu dalam tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif”.5
Melihat bentuk-bentuk negara ditinjau dalam ssunannya pada umumnya
dalam ilmu negara membaginya ke dalam 2 kemungkinan bentuk susunan negara,
yaitu:
a. Negara yang bersusun jamak, yang disebut Negara Federasi.
b. Negara yang bersusun tunggal, yang disebut Negara Kesatuan.
Negara federal secara tepat sulit untuk dirumuskan, karena Negara federasi
merupakan bentuk pertengahan antara Negara kesatuan dan konfederasi. Tetapi
menurut C.F. Strong, prinsip dari negara federal ialah: “Bahwa soal-soal yang
menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal.
Dalam hal-hal tertentu, misalnya mengadakan perjanjian internasional atau
mencetak uang, pemerintah federal bebas dari negara bagian dan dalam bidang
itu, pemerintah feeral mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Tetapi untuk soal-
soal yang menyangkut negara bagian belaka dan yang tidak termasuk kepentingan
4 Sri Soemantri, Bunaga rampai hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992,
h.46.
5 Ismail Suny, Pembagian kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1985, h.3-4.
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nasional, diserahkan kepada kekuasaan negara-negara bagian. Senada dengan C.F.
Strong, K.C. Where dalam bukunya Federal Government, prinsip federal ialah
bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan
pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama
lain. Misalnya dalam soal hubungan luar Negeri dan soal mencetak uang,
pemerintah federal sama sekali bebas dari campur tangan dari pemerintah Negara
bagian. Sedangkan dalam soal kebudayaan, kesehatan dan sebagainya, pemerintah
bagian biasanya bebas dengan tidak ada campur tangan dari pemerintah federal”.6
Dengan demikian dapat disebutkan bahwa di dalam Negara federal kekuasaan
dibagi antara Negara Federal (Pemerintah pusat) dan Negara Bagian (Pemerintah
Daerah) sedemikian rupa sehingga masing-masing daerah bebas dari campur
tangan satu sama lainnya dan hubungannya secara sendiri-sendiri terhadap
demikian juga pemerintah daerah yang masing-masing mempunyai kekuasaan
yang sederajat dari lainnya. Hanya pada kekuasaan tertentu pemerintah pusat
mempunyai kelebihan, antara lain dalam bidang pertahanan, urusan luar Negeri,
menentukan mata uang dan sebagainya.7
Andi A. Malarangeng dan M. Ryaas Rasyid menjelaskan, bahwa menurut
teori pemerintahan secara garis besar dikenal adanya dua model dalam formasi
negara, yaitu: “Model negara Federal berangkat dari suatu asumsi dasar, bahwa ia
dibentuk oleh sejumlah Negara-Negara atau wilayah yang independen yang sejak
awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada diri masing-masing
6 Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, (Jakarta: 1980), h.141.
7 M. Kusnardi SH dan Bintan R.Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, (Jakarta: 2000),
h.210.
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negara atau wilayah yang kemudian bersepakat membentuk sebuah federal.
Negara atau wilayah yang menjadi anggota federasi itulah yang pada dasarnya
memiliki semua kekuasaan yang kemudian diserahkan sebagian kepada
pemerintah federal, atau dengan kata lain negara atau wilayah pendiri federasi itu
kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan
nama tertentu dalam lingkungan federal.8
Menurut Hans Kelsen selain hal tersebut, “pembagian antara negara federal
dan negara bagian juga dalam bidang eksekutif dan administratif (In the federal
state it is not only the legislative competence that is divided between the
federation and component state, but also the judicial and the administrative
competence).9
Negara dalam bentuk susunan negara kesatuan, dapat disebut negara kesatuan
apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak
sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan tertinggi dalam
negara, demikian juga badan legislatif pusat dalam membentuk undang-undang.
Kekuasaan pemerintah daerah bersifat derivatif (tidak langsung) dan sering dalam
bentuk otonom yang luas. Dengan demikian tidak dikenal pembagian dalam
legislatif pusat dan daerah yang sederajat.
Negara kesatuan adalah “Negara yang tidak tersusun dari beberapa negara
melainkan hanya terdiri atas satu Negara, sehingga tidak ada Negara di dalam
negara. Dengan dmeikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintahan
8Andi Malarangeng, Ryaas Rasyid dkk, Federalisme untuk Indonesia, PT. Kompas Media
Nusantara, (Jakarta:2002), h.17.
9Meriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, (Jakarta: 1980), h.143.
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yaitu Pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi
dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan, dan
melaksanakan pemerintahan negara baik pusat maupun di Daerah. Asas-asas yang
ada pada awalnya adalah asas sentralisasi dan konsentrasi, namun perkembangan
berikutnya dianut asas dekonsentrasi dan desentralisasi”.10
Selain itu, C.F.Strong mengatakan bahwa “The essence of a unitary state is
that the sovereighnity of is undivided for the words, that the power of the central
government are unrestricted, making body than the control one” (esensi dari
negara kesatuan adalah kedaulatan/kekuasaan tidak terbagi atau dengan kata lain
kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara tidak
mengakui adanya badan legislatif lain selain badan legislatif pusat.11
Sesuai dengan pengertian tersebut, maka didalam Negara kesatuan
penyelenggaraan pemerintah negara dapat dibagi menjadi ke dalam dua bentuk,
yaitu:
1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu diatur
langsung dan diurus oleh pemerintah pusat, daerah-daerah hanya tinggal
melaksanakannya.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu kepada Daerah
diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah
10 Soehino, Ilmu Negara, Liberty, (Jogjakarta: 2000), h.224.
11 M. Kusnardi SH dan Bintan R.Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, (Jakarta:
2000), h.208.
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tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonomi
(swantantra).12
Sentralisasi menurut pendapat L. Peterson dan L.G. Plowman adalah
“Sentralisasi dapat dipandang sebagai suatu kekuatan yang terarah ke dalam
menarik hal-hal yang masuk dalam wilayah pengaruh pada satu pusat yang sama
(centralization means concentation. It may be thought as a face, directed, drawing
those which come within the orbit of ints influence toward a common centre).13
Pada dasarnya pengertian sentralisasi cenderung diperlawankan dengan
pengertian desentralisasi. Karena desentralisasi adalah merupakan pembagian atau
pemencaran kekuasaan/kewenangan, sedangkan sentralisasi adalah pemusatan
kekuasaan atau kewenangan. Sentralisasi maupun konsentrasi merupakan hal yang
sama karena kedua-duanya pada hakikatnya adalah merupakan pemusatan.
Demikian juga dengan desentralisasi dan dekonsentrasi. Keduanya merupakan
pemencaran kekuasaan.
Secara sederhana Webster dalam kamusnya merumuskan bahwa
“desentralisasi adalah to devide and distribute, as gouvernmental administration,
to withdraw from the center of place of concentration (membagi,
mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat
atau tempat konsentrasi)”.14
12Yosef Riwukaho, Analisis Hubungan Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, Bineka
Cipta, (Jakarta: 1990), h.2.
13Victor Sitomurang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, (Jakarta:
1994), h.39.
14Bayu Suryaningrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru,
(Jakarta: 1985), h.3.
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Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti
de adalah lepas dan centrum adalah pusat15. Pengertian tersebut dihubungkan
dengan ketatanegaraan maka yang dimaksud dengan desentralisasi adalah
pelimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah yang mengurus
rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut maka desentralisasi
merupakan suatu cara pelimpahan atau penyerahan wewenang atau urusan
pemerintahan dari pusat kepada Daerah yang kemudian menjadi urusan rumah
tangga pemerintah daerah yang menerimanya. Atau dengan kata lain, bahwa
desentralisasi dilihat dari segi pemberian wewenang adalah asas pemberian
wewenang kepada pemerintah di daerah untuk menangani urusan-urusan tertentu
sebagai urusan rumah tangganya sendiri.
Menurut M. Turner dan D. Hulme, desentralisasi bukanlah konsep yang
mudah untuk didefinisikan, karena konsep ini memiliki berbagai bentuk dan
dimensi. Sebagian besar penulis berpandangan bahwa yang dimaksud dengan
desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa
pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada
beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani16.
Menurut Jimly Ashhiddique bahwa Asas pemerintahan daerah secara universal
selalu dipahami mencakup tiga asas penting : desentralisasi, dekonsentrasi, dan
15Victor Sitomurang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, (Jakarta:
1994), h.38.
16Teguh Juwono (ed), Manajemen Otonomi Daerah, (Clogapps Diponegoro University:
2001), h.27.
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tugas pembantuan. Asas desentralisasi disebutkan dengan asas otonomi dan asas
dekonsentrasi tidak dicantumkan secara eksplisit.17
Pelimpahan wewenang dalam asas desentralisasi menurut Rondinelli (1984)
dapat dilakukan dengan sistem:
a. Deconcentration, yaitu pelimpahan wewenang kepada pejabat yang berada
dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat.
b. Delegation, yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada
organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara
tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya
diatur dengan ketentuan perundang-undangan, pihak yang menerima
wewenang mempunyai keleluasaan (descretion) dalam penyelenggaraan
pendelegasian tersebut walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak yang
memberi wewenang (soverign authority)
c. Devolution, yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang
lebih rendah dalam bidang kewenangan atau tugas pemerintahan dan pihak
pemerintah daerah mendapat keleluasaan yang tidak dikontrol oleh pusat.
Dalam hal tertentu, dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu
melaksanakan tugasnya. Pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara
langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya,
pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber
penerimaan dan mengatur penggunaannya.
17Jimly Asshiddiqie, Konsultasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, (Jakarta: 2002), h.21.
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d. Privatization, yaitu pelimpahan wewenang kepada organisasi non Pemerintah
atau sektor Swasta.18
Pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya memiliki beberapa alasan, antara lain:
a. Dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan
untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada
akhirnya dapat menimbulkan tirani;
b. Diselenggarakannya desentralisasi dapat dianggap sebagai tindakan
pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan
melatih diri menggunakan hak-hak demokrasi;
c. Diselenggarakannya desentralisasi dari sudut teknik, organisasi pemerintahan
merupakan alasan untuk mengadakan pemerintahan daerah adalah untuk
mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama
untuk diurus oleh pemerintah setempat urusannya diserahkan kepada daerah.
Hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.
Secara dikotomi desentralisasi dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu
desentralisasi kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi
kewilayahan yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah
di dalam satu negara. Sedangkan desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan
wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung
berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian prinsip pendelegasian
wewenang baik yang bersifat kewilayahan atau fungsional menunjukkan adanya
spam of control dari setiap organisasi sehingga perlu diselenggarakan bersama-
18Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta,
(Jakarta:2002). h.30.
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sama. Oleh sebab itu maka pelaksanaan desentralisasi dapat dilihat dalam empat
bentuk atau sistem, yaitu:
a. Comprehensive Local Government System, dalam hal ini pemerintah di
daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-
macam.
b. Partnership system, yaitu beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung
oleh Aparat pusat dan beberapa jenis yang lain dilaksanakan oleh aparat
daerah.
c. Dual system, yaitu aparat pusat dan aparat daerah secara bersama-sama
melaksanakan pelayanan teknis.
d. Integrated administrative system, yaitu aparat pusat melakukan pelayanan
dibawah pengawasan langsung seorang pejabat koordinator, sedangkan aparat
daerah hanya sebagian kecil kewenangan dalam melakukan kegiatan
pemerintahan.19
Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tujuan penyelenggaraan
desentralisasi adalah untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada satu pihak
atau dengan kata lain, desentralisasi dimaksudkan untuk melaksanakan
pendistribusian kekuasaan dan untuk mencapai pemerintahan yang demokratis,
efisien serta menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan
pemerintahan yang otoriter-sentralistis.
Asas kedua dalam pembagian/pelimpahan kekuasaan secara vertikal atau
pembagian wewenang adalah asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi ialah pelimpahan
19Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Sinar Harapan, (Jakarta:1999), h.48.
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wewenang dari kewenangan pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pusat
yang ada di Daerah.20
Menurut R.D.H Koesoemahatmadja, dekonsentrasi adalah “Pelimpahan
wewenang dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya
guna melancarkan pekerjaan didalam melaksanakn tugas pemerintahan, misalnya
pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada gubernur, dari gubernur
kepada bupati dan seterusnya.
Dari pengertian tersebut maka dapat dilihat beberapa hal yang menjadi ciri-
ciri yang terdapat pada asas dekonsentrasi yaitu:
a. Bentuk pemencaran adalah pelimpahan.
b. Pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perorangan)
c. Yang dipencarkan bukan urusan pemerintahan, tetapi wewenang untuk
melaksanakan sesuatu.
d. Yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri.21
Sedangkan keuntungan-keuntungan yang dapat diambil dalam pelaksanaan
asas dekonsentrasi dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:
1. Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan-
keluhan daerah, protes-protes daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Aparat-aparat dekonsentrasi dapat dipergunakan untuk mengkontrol daerah-
daerah melalui kewenangan administratif terhadap anggaran daerah,
20Amran Muslim, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, (PT. Alumni Bandung: 1986),
h.14.
21Bayu Suryaningrat, Pemerintahan administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru,
(Jakarta:1985), h.44.
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persetujuan-persetujuan terhadap peraturan daerah. Aparat dekonsentrasi
dapat mengendalikan pemerintahan daerah terutama apabila terjadi konflik
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Secara ekonomis, aparat dekonsentrasi dapat membantu pemerintah dalam
merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang
intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat. Mereka juga diharapkan
melindungi rakyat daerah dari eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh
sekelompok orang yang memanfaatkan ketidakacuhan masyarakat akan
ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi.
3. Dekonsentrasi memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara
pemerintah pusat dengan yang diperintah (rakyat).22
Dengan demikian asas dekonsentrasi merupakan pemencaran tugas-tugas
pemerintahan, dan apabila terjadi pelimpahan tugas-tugas tersebut tidak menjadi
urusan rumah tangga yang menerimanya. Oleh sebab itu wujud dari pelaksanaan
asas dekonsentrasi bukan merupakan terbentuknya daerah otonom tetapi
terbentuknya wilayah-wilayah administratif. Atau dengan kata lain, perwujudan
asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah akan membentuk
pemerintahan administratif yaitu lingkungan kerja perangkat pemerintah yang
diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat
yang berada di daerah. Ditinjau dari sudut pembagian wilayah negara, asas
dekonsentrasi adalah asas yang akan membagi wilayah negara ke dalam daerah-
daerah pemerintahan lokal administratif.
22Tjahja Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta:1993,
h.27.
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Seperti yang telah dikatakan bahwa, pembagian kekuasaan selain dapat
dilakukan secara vertikal juga dapat dilakukan secara horizontal. Pembagian
kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah/bagian secara vertikal
berdasarkan wilayah atau administrasi. Sedangkan pembagian kekuasaan secara
horizontal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi dan hal ini erat
hubungannya dengan doktrin atau ajaran trias politica.
Pembagian kekuasaan menurut ajaran trias politica adalah suatu anggapan
bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan yaitu pertama,
kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang yang juga dalam
peristilahan sering disebut sebagai rule making function. Kedua kekuasaan
eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application
function dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili
atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function.
Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu
yang pada saat itu ditafsirkan sebagai separation of power (pemisahan kekuasaan).
Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu:
eksekutif, legislatif, dan federatif. Dan kekuasaan tersebut masing-masing terpisah
satu sama lainnya. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan,
eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan didalamnya
juga termasuk kekuasaan mengadili karena menurutnya mengadili masih termasuk
pelaksanaan undang-undang. Kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi
segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan
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negara lain, seperti membuat perjanjian dan sebagainya yang biasanya disebut
dengan istilah hubungan luar negeri.
Montesquieu berbeda dengan John Locke, menurutnya Kekuasaan yudikatif
merupakan kekuasaan tersendiri dan harus dipisahkan dari kekuasaan eksekutif.
Karena kekuasaan yudikatif atau pengadilan dalam pelaksanaan sehari-hari sangat
berbeda dengan kekuasaan eksekutif. Tetapi kekuasaan hubungan luar negeri
(federatif) dimasukkan kedalam kekuasaan eksekutif. Oleh karenanya
Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bagian yaitu legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut harus benar-benar terpisah
satu dengan lainnya, baik mengenai tugas dan fungsi maupun alat
perlengkapannya (organ) yang menyelenggarakannya.
Dalam perkembangannya doktrin ini yang memisahkan kekuasaan negara
ke dalam tiga bagian ini ternyata tidak dapat dilakukan secara murni. Dalam
pelaksanaannya ternyata masih dibutuhkan adanya checks and balances,
pengawasan dan keseimbangan untuk menjamin agar masing kekuasaan tidak
melampaui batas-batas kekuasaannya. Sehingga kekuasaan yang satu
dimungkinkan untuk mengawasi dan dalam batas-batas tertentu ikut campur
dalam kekuasaan yang lain.
Dengan keadaan demikian menurut Carl. J. Frederich, kecenderungan
penafsiran Trias Politica yang pada awalnya merupakan pemisahan kekuasaan
kemudian menjadi pembagian kekuasaan yang diartikan bahwa hanya fungsi yang
dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda, tetapi
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untuk selebihnya kerjasama diantara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk
kelancaran organisasi.23
Pembagian kekuasaan negara di Indonesia menurut UUD 1945 hanya
mengenal pembagian kekuasaan (division of power) bukan pemisahan kekuasaan
(separation of power). Selain pembagian kekuasaan secara horizontal seperti telah
dibahas juga terdapat pembagian kekuasaan secara vertikal yang berkaitan erat
dengan hubungan pusat dan daerah.
B. Demokrasi
Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya,
sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya
organisasi negara terjamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang
diberikan untuk istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat
kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.24
Sistem demokrasi tumbuh pertama kali pada negara-negara kota di Yunani
pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 SM dalam bentuk demokrasi langsung,
yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-
keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara yang tidak
berdasarkan prosedur mayoritas.
23Meriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik PT. Gramedia, (Jakarta: 1985), h.53-54.
24Moch. Mahfud, MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama media, (Jogjakarta: 1999),
h.7.
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Demokrasi kemudian berkembang pada negara-negara maju, dimana
demokrasi tidak lagi bersifat langsung tetapi bersifat demokrasi berdasarkan
perwakilan (representatif democracy).25
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh keadaan negara yang pada saat ini
mempunyai daerah yang cukup luas, jumlah warga negara dan urusan-urusan yang
begitu kompleks. Oleh karena itu pemerintahan demokrasi sekarang ini yang
benar-benar aktif dalam pemerintahan bukanlah rakyat atau para warga negara itu
sendiri, melainkan wakil-wakil rakyat yang berkumpul dalam suatu kesatuan yang
disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal inilah yang kemudian
membedakan antara demokrasi kuno yaitu demokrasi langsung dan demokrasi
modern yaitu demokrasi perwakilan.26
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada
tingkat akhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok
mengenai kehidupannya, termasuk di dalamnya menilai kebijaksanaan negara,
karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.27
Dengan demikian berdasarkan definisi tersebut ada empat prinsip demokrasi
yaitu:
1. Popular sovereignty (kedaulatan rakyat)
2. Popular equality (persamaan dibidang politik)
3. Popular consultation (kehendak rakyat sebagai penentu), dan
4. Majority rule (aturan suara terbanyak)
25Meriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik PT. Gramedia, (Jakarta: 1985), h.53-54.
26Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, (Jogjakarta:1995), h.243-244.
27Delian Noer, Pengantar ke Permikiran Politik, CV. Rajawali, (Jakarta:1998), h.207.
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Demokrasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu demokrasi dalam arti material
dan demokrasi dalam arti formal. Demokrasi dalam arti material adalah demokrasi
yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau
negara. Sedangkan demokrasi dalam arti material adalah demokrasi secara ideal
yang hingga kini terus berkembang.
Demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan rakyat yang dalam
pelaksanaannya terlihat unsur formal dan unsur material dari demokrasi itu
sendiri. Unsur formal dari demokrasi mengacu pada demokrasi sebagai ideologi
atau sebagai teori, sedangkan unsur material dari demokrasi mengacu pada
demokrasi dalam prakteknnya seperti diistilahkan oleh Robert K. Carr adalah
demokrasi sebagai actual governmental mechanism atau democration in action.
Atau, unsur formal demokrasi adalah demokrasi sebagai das sollen dan unsur
material demokrasi adalah demokrasi sebagai das sein.
Pengertian pokok dari demokrasi modern adalah terdapatnya badan
perwakilan rakyat, dan peranannya untuk mewujudkan demokrasi dalam arti
formal dan materiial. Dewan perwakilan tersebut hasil dari pemilihan secara bebas
dan langsung oleh rakyat sehingga dewan perwakilan dapat dikatakan mewakili
individu-individu (atomistis). Selain itu dewan perwakilan mewakili fungsi
menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, merumuskan aspirasi dalam aturan
formal serta mengawasi tindakan eksekutif.
Karena peranan dewan perwakilan rakyat ini demikian pentingnya dalam
suatu negara demokrasi, maka demokrasi dapat dikatakan sebagai asas dalam
hukum tata negara.
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Demokrasi modern kemudian senantiasa banyak dikaitkan dengan konsep
negara hukum. Dengan pemikiran yang lebih menitik beratkan kepada hak-hak
politik dan hak-hak asasi manusia secara individu maka timbullah pemikiran akan
pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembentukan konstitusi baik secara
tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konstitusi ini kekuasaan pemerintah dibatasi
dan memberikan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan
pemerintah diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum.
Gagasan inilah yang kemudian dinamakan konstitualisme dalam sistem
ketatanegaraan.28 Berdasarkan pemikiran tentang hak-hak politik rakyat dan
pemisahan kekuasaan, maka muncul kembali ide pemerintahan oleh rakyat
(demokrasi), yaitu demokrasi konstitusional yang senantiasa dikaitkan dengan
konsep negara hukum. Kedaulatan rakyat atau demokrasi modern adalah
demokrasi dengan sistem perwakilan, artinya rakyat memilih seorang diri darinya
untuk mewakilinya. Dengan demikian seseorang yang dipilih tersebut merupakan
penjelmaan dari seluruh rakyat yang akan melaksanakan kekuasaan sesuai dengan
aspirasi rakyat secara keseluruhan.29
Dalam negara yang menganut konstitualisme (demokrasi konstitusional) salah
satu ciri adalah sifat pemerintahannya yang pasif, dalam arti pemerintah hanya
sebagai pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil-
wakilnya dalam parlemen. Negara memiliki peranan lebih kecil dibanding
peranan rakyat.
28Meriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik PT. Gramedia, (Jakarta: 1985), h.56-57.
29Dahlan Thalib, Kedaulatan Rakayat, Negara Hukum dan Konstitusim Liberty, (Jogjakarta:
2000), h.9.
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Konstitusionalisme menurut Carl. J. Frederick dalam tulisannya yang
berjudul Constitutional Government and Democracy; Theory and Practice in
Europe and America mengatakan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan
aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada
beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa
kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah tidak disalahgunakan.
Perumusan secara yuridis gagasan konstitusionalisme dengan munculnya
istilah rechtstaat yang diberikan oleh ahli-ahli eropa barat kontinental dan rule of
law oleh ahli-ahli dari Anglo Saxon dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
dengan Negara Hukum.
Ciri-ciri dari negara hukum formal menurut Friedrich J. Stahl adalah:
1. Hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi
manusia itu yang biasa dikenal dengan istilah Trias Politica
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Sedangkan AV. Decey, memberikan ciri-ciri:
1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan,
sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi
pejabat.
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3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan
pengadilan.30
Perkembangan berikutnya gagasan demokrasi konstitusional ini kemudian
bergeser yaitu yang semula membatasi campur tangan pemerintah dalam urusan
warga negara, namun dengan semakin berkembangnya industialis kapitalis maka
pemerintah dituntut untuk ikut bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian pemerintah harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk
membangun kesejahteraan rakyat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan
sosial masyarakat. Gagasan ini biasanya disebut sebagai Welfare state atau negara
hukum material (dinamis).
Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh negara hukum material adalah:
1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu
konstitusi juga menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan
atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilu yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.
Asas yang berkaitan erat dengan asas demokrasi adalah asas negara hukum
dalam arti bahwa suatu negara demokrasi pastillah menjadikan hukum sebagai
salah satu asasnya yang lain. Jika suatu negara diselenggarakan dari, oleh, dan
30Moh. Mahfud MD. Pergulatan Politik Hukum di Indonesia, Gama Media,
(Jogjakarta:2000) h. 28.
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untuk rakyat maka untuk menghindari kesewenang-wenangan dan melaksanakan
kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara maka harus dibatasi atau
dikontrol dengan hukum.
Negara Republik Indonesia secara tegas telah memilih bentuk demokrasi
dengan ketentuan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat. Dengan demikian
sebagai konsekwensinya maka Indonesia juga harus merupakan negara hukum.
Hal ini telah dituangkan dalam UUD 1945 NKRI pada Pembukaan alinea IV yang
menyebutkan bahwa: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta”
Negara dengan bentuk demikian di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan
baik secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.
C. Musyawarah
Pengertian musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian
suatu masalah.31 Kata musyawarah tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni
musyawarah. Ia adalah bentuk mashdar dari kata kerja روﺎﺷ-روﺎﺸﯾ-ةروﺎﺸﻣ yang
terdiri dari atas tiga huruf, syin, waw dan ra’. Struktur akar kata tersebut memiliki
31W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: PN. Balai Pustaka,
1996), h. 772.
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makna pokok yaitu “ﻞﺤﻨﻟا ﺔﯿﻠﺧ ﻦﻣ ﻞﺴﻌﻟا ﺞﯾﺮﺨﺗ”32 (mengeluarkan madu dari sarang
lebah). Makna ini, kemudian berkembang, sesuai dengan pola tashrif-nya,
misalnya; syawir (meminta pendapat), musytasyir (meminta pandangan orang
lain), isyarah (isyarat atau tanda), al-masyurah (nasehat atau saran), tasyawur
(perundingan).33 Kata syawir yang pertama disebutkan pengertiannya merujuk
pada ungkapan ﺮﻣﻷا ﻰﻓ ﺎﻧﻼﻓ تروﺎﺷ34 (aku meminta pendapat sifulan mengenai suatu
urusan). Sedangkan kata al-Masyurah dan al-tasyawur yang keduanya terakhir
disebutkan, memiliki makna yang lebih luas, yakni:  :روﺎﺸﺘﻟاو ةرﻮﺷﺎﻤﻟا يأﺮﻟا جاﺮﺨﺘﺳإ
.ﺾﻌﺒﻟا ﻰﻟإ ﺾﻌﺒﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻤﺑ35 (menyimpulkan pendapat-pendapat berdasarkan
pandangan antar kelompok).
Sedangkan al-Alusi menulis dalam kitabnya, bahwa al-Raghib berkata,
musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya
pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang
lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati.36
Dengan demikian musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk
membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya
kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama.
32Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, Mu’jam Maqayis al-Lugah, Juz. III (Mesir:
Mushthafa al-Bab al-Halabi wa al-Syarikah, 1972), h. 226.
33Muhammad Isma’il Ibrahim, Mu’jam al-alfazh wa A’lam al-Qur’aniyat, Juz. I ( al-Qahirat:
Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1979), h. 501. Sebagian kata-kata tersebut di atas, disadur dari Mahmud
Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), h. 207.
35Muhammad al-Ragib al-Ashfahani, Mufradat Alfaz al-Qur’an al-Karim, ditahqiq oleh
SHafwan ‘Adnan Dawudi (Cet. I: Beirut : Dar al-Syamiyah, 1992), h. 470.
36Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Masani , Jilid
XXV (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 46.
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Secara istilah, Ibn al-’Arabi berkata, sebagian ulama berpendapat bahwa
musyawarah adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-
masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam
dirinya.37
Musyawarah pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang baik,
sejalan dengan makna dasarnya, yaitu mengeluarkan madu. Oleh karena itu unsur-
unsur musyawarah yang harus dipenuhi adalah; a) al-Haq; yang
dimusyawarahkan adalah kebenaran, b) Al-’Adlu; dalam musyawarah
mengandung nilai keadilan, c) Al-Hikmah; dalam musyawarah dilakukan dengan
bijaksana.
Dari berbagai definisi yang disampaikan di atas, dapat didefinisikan syura
sebagai proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai
sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang
cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk
diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan.
Berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan
bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di manapun ia ditemukan, atau
dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan
siapa yang menyampaikannya. Musyawarah dapat berarti mengatakan atau
mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk
hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Sedangkan menurut istilah
fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau umat mengenai suatu urusan. Kata
37Muhammad bin ‘Abdullah Abu Bakr bin ‘Arabi, Ahkam al-Qur'an, Jilid 1 (Bairut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 298.
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musyawarah juga umum diartikan dengan perundingan atau tukar pikiran.
Perundingan itu juga disebut musyawarah, karena masing-masing orang yang
berunding dimintai atau diharapkan mengemukakan pendapatnya tentang suatu
masalah yang dibicarakan dalam perundingan itu. Diriwayatkan dari ‘Amru bin
Dinar, beliau berkata, bahwa Ibnu Abbas membaca,
 : ناﺮﻤﻋ لآ) .ﺮﻣﻷا (ﺾﻌﺑ ) ﰲ ﻢﻫروﺎﺷو159(38
Artinya:
Bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam sebagian urusan.
Adapun metode pengambilan keputusan dalam musyawarah adalah:
Dalam masalah hukum agama yang tidak qath‘i (pasti), maka yang
menentukan keputusan dalam hal ini adalah faktor kekuatan dalil; bergantung
pada yang paling baik (ahsan). Allah berfirman dalam surah Az zumar Ayat 18:
                        
    
Terjemahnya:
Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling
baik di antaranya. mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk
dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.39
38Al-Bani, SHahih al-Adab al-Mufrad li al-Imam al-Bukhari, Jilid I (Bairut: Dar al-
SHiddiq, 1421 H), h. 116.
39Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung: Toha
Putra, 1989), h 748.
40
D. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
1. Pengertian Desa
Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan
wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem
pemerintahan sendiri.40
Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan
asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.41
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prasakarsa masyarakat,  hak asal usul dan atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.42
Dari landasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa adanya dimensi penting
dari suatu desa sebagai wujud esensial dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jika ditelusuri kembali sejarah perkembangan bangsa Indonesia, maka ditemukan
bahwa otonomi desa telah berjalan cukup lama. Bangsa Indonesia telah mengenal
dan menerapkan otonomi sejak zaman nenek moyang terdahulu, yakni adanya
desa jauh sebelum kedatangan orang asing di Indonesia. Bukti dan pengenalan
40W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 243.
41HAW. Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2003), h. 3.
42Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta:
Sinar Grafika), h 2.
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tersebut adalah goresan “Prasasti Walandit” yang isinya antara lain mengatakan:
“Walandit bukanlah tanah perdikan melainkan mempunyai kedudukan Swatantra
Sang Hyang Kubuyata yang menguasai lembah, dan bukit masuk wilayah Desa
Walandit”. Prasasti Walandit, juga telah banyak memberikan kejelasan bahwa
istilah “Swatantra” berasal dari kata ‘Swa’ artinya sendiri, dan ‘tantra’ artinya
memerintah, jadi Swatantra artinya ‘Pemerintahan Sendiri’. Istilah ini, telah
dikenal dan dilaksanakan oleh bangsa Nusantara dalam sistem pemerintahan yang
luas wilayahnya meliputi keduniawian dan kerohanian”.43
Sementara (Inlandsche Gemeente Ordonantie), menyatakan bahwa:
“pemerintahan desa menyelenggarakan terpeliharanya dan tercapainya
pekerjaan-pekerjaan umum desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di
jembatan itu, bangunan-bangunan, lapangan-lapangan besar, saluran-saluran dan
waduk-waduk air”.44
Adapun unsur-unsur dalam pelaksanaan otonomi desa di antaranya adalah:
(1) adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang
bersangkutan, (2) tanah, pusaka, dan kekayaan desa, (3) sumber-sumber
pendapatan desa, (4) urusan rumah tangga desa, (5) pemerintah desa yang dipilih
oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat
desa memegang fungsi “mengurus”, (6) lembaga atau badan “perwakilan” atau
43Suryaningrat. B, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. (Jakarta: Aksara Baru,
1992), h.34.
44Taliziduhu Indraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bina Aksara 1984),
h.45.
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musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
memegang fungsi “mengatur”.45
Dalam rumusan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan secara
tegas dinyatakan bahwa: “Dengan adanya otonomi desa, maka desa dapat
melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain: (1) mengambil keputusan atau
membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga negara atau pihak
tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangga desa, (2)
memiliki harta benda dan kekayaan desa, (3) menetapkan anggaran pemerintah
dan pengeluaran desa (APPKD), (4) menjalankan administrasi pemerintah desa,
dan (5) memiliki kepala desa”.46
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditegaskan
bahwa: “Dengan adanya otonomi desa, maka desa mempunyai kewenangan: (1)
kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa, (2) kewenangan yang
oleh aturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan (3) tugas pembantuan dari
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten”.47
Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
dinyatakan bahwa “desa dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan,
45Taliziduhu Indraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bina Aksara 1984),
h.46.
46Widjaya. H.A.W, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang
No.5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan), Raja Grafindo Persada, Jakarta:1996, h.18.
47Widjaya. H.A.W, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang
No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2001, h.7.
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harta benda dan bangunan, serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan”.
Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD),
mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan megadakan
perjanjian yang saling menguntungkan.48
Penempatan posisi desa yang otonom, dengan sendirinya melahirkan
peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar, menampung dan merealisasikan
kepentingan masyarakat setempat.49
Adapun substansi dari pemberian otonomi kepada desa, dapat dilihat dari
analisis rasional Tim Lapera, bahwa pemberian otonomi kepada desa,
bermaksud untuk:
1. Memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan
dengan demikian akan memudahkan rakyat menghadapi situasi-situasi sulit,
serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
2. Memungkinkan ekspresi dan jalan mempertanggungjawabkan, dan
memberikan semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat.
3. Memungkinkan diatasinya persoalan-persoalan dalam dinamika
pembangunan, dan menjadi cermin adanya kepercayaan kepada rakyat,
48Widjaya. H.A.W, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang
No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2001, h.10.
49Lapera Team Work, Politik Pemberdayaan (Jalan Mewujudkan Otonomi Desa), Lapera
Pustaka, Jogjakarta: 2000, h.13.
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bahwa rakyat itu tidak perlu dimaknai sebagai sumber kebodohan,
melainkan subjek pembangunan yang juga memiliki kemampuan.50
E. Struktur Pemerintahan Desa
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999,  pemerintahan
desa diatur dalam “Inlandsche Gemente Ordonantie (IGO, Stbld No. 83) Pasal 1
bahwa “penguasaan desa dilaksanakan oleh kepala desa dibantu oleh beberapa
orang yang ditunjuk, yang bersama-sama kepala desa tersebut merupakan
pemerintah desa”.
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 jo. Pasal 25
dinyatakan bahwa “pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa
yang mana, pemerintahan yang sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang
disebut dengan nama lain”.51 Selanjutnya pada Pasal 94 dikatakan bahwa “di
desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan
Pemerintahan Desa”.
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 48 menyatakan
bahwa perangkat desa dapat terdiri dari:
1) Sekretariat Desa;
2) Pelaksana kewilayahan; dan
50Lapera Team Work, Politik Pemberdayaan (Jalan Mewujudkan Otonomi Desa), Lapera
Pustaka, Jogjakarta: 2000, h.16.




Solli Lubis (1983:313) menulis bahwa: “Pemerintahan desa adalah satu aspek
sosial politik yang tak terpisahkan dari aspek-aspek lainnya dalam skala
pembangunan ditanah air kita. Pemerintahan dan pemerintah daerah, selain
sebagai subjek yang aktif juga sebagai agen of depelopment di daerah, serta
merupakan obyek atau proyek yang akan dibina untuk berfungsi sebagaimana
mestinya dalam iklim yang serasi dengan tuntunan pembangunan nasional”.53
Dengan demikian, yang paling berperanan dalam pemerintahan desa untuk
mewujudkan otonomi desa yang bersih dan berwibawa adalah Kepala Desa dan
Badan Perwakilan Desa. Dalam sistem pemerintahan desa, Kepala Desa
merupakan pelaksana teknis dari segala peraturan desa yang dibuat bersama
Badan Perwakilan Desa. Jadi Kepala Desa adalah lembaga eksekutif, yang
merupakan pimpinan pemerintah desa.
Adapun tugas dan wewenang Kepala Desa dapat dilihat dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 yaitu: (1) Menyelenggarakan
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan
tugasnya, kepala desa memiliki kewenangan untuk, a) memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa; b) mengangkat dan memberhentikan
perangkat desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
d) menetapkan peraturan desa; e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja
52Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta:
Sinar Grafika), h. 30.
53Lubis, Solli. Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah.
(Bandung: Alumni 1983), h.313.
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desa; f) membina kehidupan masyarakat desa; g) membina ketentraman dan
ketertiban masyarakat desa; h) membina dan meningkatkan perekonomian desa
serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i) mengembangkan sumber
pendapatan desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k) mengembangkan
kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat
guna; m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secaa partisipatif; n) mewakili
desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan o)
melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.54 Kemudian hirarki pertanggungjawaban kepala desa,
terdapat dalam Pasal 101 huruf a, bertanggung jawab kepada rakyat melalui
Badan Perwakilan Desa, dan huruf b, menyampaikan laporan mengenai
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
F. Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bagian ketiga tentang
Badan Permusyawaratan Desa Pasal 209 dikatakan bahwa: “Badan
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala
Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Selanjutnya, dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa “Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :
54Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta:Sinar
Grafika), h. 16.
47
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.“55
Untuk kualifikasi anggotanya sendiri dikatakan dalam pada pasal 210
Undang-Undang 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “1) Anggota Badan
Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan dan
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; 2) Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan
desa; serta 3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6
(enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan
desa dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kemudian
dipertegas kembali dalam PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pasal 29
bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa. Selain itu, dalam pasal 30 ayat (1) bahwa
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) terdiri dari Ketua
Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau
pemuka masyarakat lainnya; (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan
dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
55HAW.Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, h 20.
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Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas
wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.56
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan
desa pasal 56 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan bahwa “(1) Anggota badan
permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis; (2) Masa
keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pengucapan sumpah/janji; dan (3) Anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk
masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak
secara berturut-turut.
Adapun Tugas dan Fungsi, juga telah diatur dalam pasal 34 PP 72 Tahun
2005 tentang Desa bahwa BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan bersama
kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Pasal 35, BPD
mempunyai wewenang: a) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala
desa; b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan kepala desa; c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala
desa; d) membentuk panitia pemilihan kepala desa; e) menggali, menampung,
menghimpun, dan merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f)
menyusun tata tertib BPD.57
56Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “PP No.72 Tahun
2005”. http://kpdt.go.id/hukum/PP_72_2005.pdf, diakses pada tanggal (20 November 2014), h.15.
57Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “PP No.72 Tahun
2005”. http://kpdt.go.id/hukum/PP_72_2005.pdf, diakses pada tanggal (20 November 2014), h.12.
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Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa dicantumkan dalam
Pasal huruf (a) (b) (c), Pasal 62 huruf (a) (b) (c), dan Pasal 63 Undang-Undang
No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak: a) Mengawasi dan
meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa; b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan c) Mendapatkan biaya operasional
pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 62 bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a)
mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b) Mengajukan pertanyaan; c)
Menyampaikan usul dan/atau pendapat; d) Memilih dan dipilih; dan e)
Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.58
Pasal 63 bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: a)
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika; b) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c) menyerap, menampung, dan
menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d) mendahulukan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e)
58Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Jakarta:Sinar
Grafika), h. 16.
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menghormati nilai sosial budaya dan adat istiada masyarakat Desa; f) menjaga
norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
Tim Lapera dalam analisisnya mengatakan bahwa parlemen desa (Badan
Permusyawaratan Desa) adalah badan yang berfungsi dalam skema demokrasi
perwakilan. Posisi parlemen desa tidak lebih dari penyambung lidah rakyat, dan
tidak memiliki Otonomi dihadapan rakyat. Parlemen desa juga bukan sebuah
badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat desa, sebab yang diberikan
hanya sebagian, sehingga ketika sewaktu-waktu dirasakan terjadi pengingkaran
suara rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya yaitu mengganti
pengurus Badan Permusywaratan Desa.
Selanjutnya mengenai jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa
ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, sebagaimana
yang terdapat dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 yaitu:
1) Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa = 5 orang anggota; 2) jumlah
2) penduduk sampai dengan 2000 jiwa= 7 orang anggota; 3) jumlah penduduk
3) sampai dengan 2500 jiwa= 9 orang anggota; 4) jumlah penduduk sampai
4) dengan 3000 jiwa= 11 orang anggota; 5) jumlah penduduk lebih dari 3000
jiwa= 13 orang anggota”.59
G. Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan perwujudan demokrasi di
Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat
59Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “PP No.72 Tahun
2005”. http://kpdt.go.id/hukum/PP_72_2005.pdf, diakses pada tanggal (20 November 2014), h.21.
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yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat
lainnya. Sebagai lembaga pemerintahan di desa merupakan mitra dari
pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai unsur
pemerintahan desa yang berbentuk lembaga legislasi, maka BPD sebagaimana
keputusan Mendagri No 64 Tahun 1999, berkedudukan sejajar dan menjadi
mitra dari pemerintah desa.
Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai pengayom,
penyelenggara legislasi, pengawasan dan penampung aspirasi, maka BPD
mempunyai hak dalam menjalankan pemerintahan desa. Sebagaimana yang
terdapat dalam PP No.72 Tahun 2005, mengenai fungsi, dan wewenang, Pasal
34 dan 35 yaitu, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lalu disebutkan, BPD
mempunyai wewenang: “a)  membahas rancangan peraturan desa bersama
kepala desa; b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa
dan peraturan kepala desa; c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
kepala desa; d) membentuk panitia pemilihan kepala desa; e) menggali,
menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
f) menyusun tata tertib BPD.60
Kemudian, dalam pasal 36 disebutkan bahwa BPD mempunyai hak, yaitu:
a) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b) menyatakan pendapat.
60Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “PP No.72 Tahun
2005”. http://kpdt.go.id/hukum/PP_72_2005.pdf, diakses pada tanggal (20 November 2014), h.17.
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Adapun mekanisme kerja BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangannya, sebagaimana yang diformulasi oleh Tim Lapera yang
berbentuk hubungan antar lembaga adalah:
1. Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.
a. Hubungan pertanggungjawaban, di mana pemerintah Desa (Kepala Desa),
memberikan pertanggungjawaban atas kerja-kerja yang diberikan.
b. Hubungan konsultasi dan kerjasama, dimana pemerintah Desa (kepala
Desa) bisa melakukan konsultasi dan kerjasama.
c. Hubungan kerja, dalam hal ini membuat ketetapan bersama di Desa, dan
membuat peraturan Desa.
2. Antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.
a. Hubungan kontrol, melakukan kontrol atas kerja-kerja pemerintah.
b. Hubungan kerja, yakni Badan Perwakilan Desa (BPD) menyampaikan
usulan-usulan yang merupakan rumusan dari aspirasi masyarakat.
3. Antara pemerintahan (Pemerintah dan Badan Perwakilan Desa) dengan
masyarakat.
a. Hubungan aspirasi, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi mereka.
b. Hubungan kontrol, masyarakat melakukan kontrol atas kinerja badan-
badan yang ada.
c. Hubungan pertanggungjawaban, di mana badan-badan yang ada
memberikan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan, untuk
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pertanggungjawaban pemerintah ke masyarakat dilakukan melalui Badan
Permusyawaratan Desa.61
Selanjutnya Tim Lapera mengemukakan bahwa mekanisme kerja BPD
dalam bentuk tugas yaitu: 1) membuat peraturan desa bersama pemerintah desa
serta menetapkannya; 2) menerima pertanggungjawaban pemerintah desa
terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan; 3) memilih,
mengangkat serta menetapkan Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan
langsung. Kemudian dalam bentuk kewenangan antara lain: 1) meminta
pertanggungjawaban pemerintah desa sebelum waktunya; 2) menolak
pertanggungjawaban pemerintah desa; 3) memberhentikan Kepala Desa atas
kehendak masyarakat desa, (4) menolak campur tangan Lembaga Supra Desa
(eksternal).62
Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) sering tidak berjalan
sesuai keinginan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti: 1) Tingkat
pendidikan, yaitu adanya dinamika jenjang pendidikan para anggota, mulai
SLTP sampai Perguruan Tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan
persepsi, serta perbedaan sudut padang; 2) Pendapatan (ekonomi), yaitu
pendapatan perbulan anggota BPD dari lembaga dan luar lembaga; 3) Sarana,
yaitu  sarana baik yang bersifat administratif maupun sarana penunjang; 4)
Kehidupan keagamaan, yaitu tingkat pemahaman dan keyakinan anggota BPD
61Lapera Team Work, Politik Pemberdayaan (Jalan Mewujudkan Otonomi Desa), Lapera
Pustaka, Jogjakarta: 2000, h.19.
62Lapera Team Work, Politik Pemberdayaan (Jalan Mewujudkan Otonomi Desa), Lapera
Pustaka, Jogjakarta: 2000, h.20.
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terhadap agamanya, sangat mempengaruhi kinerja dan loyalitas anggota; 5)
Keadaan lingkungan seperti keamanan, dll; 6) Partisifasi masyarakat, yaitu
seluruh kegiatan masyarakat yang membantu proses pembangunan desa, baik
fisik, mental maupun spritual.
H. Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang BPD
Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-
pokok pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang pemerintahan desa. Salah-satu inti pelaksanaan otonomi daerah menurut
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah terdapatnya keleluasaan
pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas prakarsa,
kreativitas, dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan
memajukan daerahnya. Harus disadari bahawa prinsip dasar yang melandasi
otonomi daerah adalah demokrasi, kesetaraan, keadilan disertai kesadaran akan
pluralisme bangsa Indonesia.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang
juga mengatur mengenai desa menegaskan bahwa desa sebagai kesatuan
masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam
wilayah kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-
undang ini memberikan dasar menuju self governing community yaitu suatu
komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Olehnya itu dengan pemahaman
bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
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masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat, maka
posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan
perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan
otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan
otonomi daerah. Selanjutnya dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa
landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah; (1) Keanekaragaman,
memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan
kondisi sosialbudaya masyarakat setempat, seperti nagari, negri, kampung,
pekon, lembang, pemusungan, huta, bori, dan marga. Hal ini berati pula bahwa
penyelenggaraan pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang
berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap
mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
(2) Partisipasi,memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintaha desa harus
mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki
dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai
sesama warga desa, (3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan
pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada
pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif
administrasi pemerintahan moderen, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa
penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat
yang diartikulasi dalam  Badan Perwakilan Desa (BPD) dan lembaga masyarakat
lainnya, yang merupakan mitra pemerintah desa, dan (5) Pemberdayaan
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masyarakat, memiliki makna bahawa penyelenggaraaan pemerintahan desa
diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui
penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah
dan prioritas kebutuhan masyarakat.63
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hal-hal mendasar
mengenai pembentukan penghapusan dan atau penggabungan desa, susunan
organisasi pemerintahan desa, Badan Perwakilan Desa, lembaga lain, keuangan
desa, dan kerjasama antar desa. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ditingkat
desa, maka diadakan Badan Perwakilan yang berfunsi menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal
penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja
desa dan kebijakan yang diterapkan oleh kepala desa. Keanggotaaan Badan
Perwakilan Desa (BPD) direkrut melalui pemilihan oleh penduduk desa
setempat dari calon-calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon anggota
BPD. Kepala desa dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan
bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan
menyampaikan pelaksanaaan tugas kepada Bupati.
Dengan dipertegasnya Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat, berarti terbuka peluang untuk
tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai
kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, berarti terbuka
63HAW.Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, h 27.
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peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan
sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Lembaga-lembaga
kemasyarakatan dimaksud merupakan mitra dari pemerintah desa dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.
Sumber pendapatan asli desa merupakan sumber keuangan desa yang digali
dari dalam wilayah desayang bersangkutan yang terdiri dari hasil usaha desa,
hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi,hasil gotong royong, dan lain-
lain ppendapatan asli desa yang dipungut berdasarkan peraturan desa, sesuai
peraturan perundang-undangan yanga berlaku.
Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan
prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan
potensi yang tersedia, selain desa mampu mengembangkan pendapatan desa
pada gilirannya mengahasilkan masyarakat desa yang berkemampuan
untukmandiri. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 telah membuka peluang kepada pemerintah desa untuk menggali sumber-
sumber pendapatan yang cukup potensial dengan berdasarkan ketentuan yang
ada, antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.64
64HAW.Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yaitu jenis
penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang
dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian ini,
menggambarkan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pelaksanaan Pemerintahan di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten
Polewali Mandar
2. Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul penelitian, maka lokasi Penelitian terdapat di Desa
Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dengan
argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi prasyarat sebagai lokasi
penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dan
juga merupakan salah satu desa yang berkembang di Kabupaten Polewali Mandar
dari segi Pendidikan, Ekonom, dan Politik.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu Yuridis
Normatif, Sosiologis dan Syar’i.
1. Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
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2. Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan
kaedah-kaedah sosial di masyarakat.
3. Syar’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan
menelaah ayat al-qur’an dan hadis Nabi  saw. yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
C. Sumber Data
Penelitian ini memggunakan penelitian lapangan di Desa Batetangnga
Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan metode






- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Jurnal, Skripsi, Tesis, serta buku – buku tentang Desa, Hukum
Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.
- Kamus, website yang membahas tentang Proses Badan Permusyawaratan
Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa
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D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi.
a. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan
menggunakan panca indera.
b. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu.
c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen yang ada Kantor Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten
Polewali Mandar, seperti tulisan yang berupa Peraturan Desa, struktur
pemerintahan Desa, serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
E. Instrumen Penelitian
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan,
maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan
instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur
fenomena alam maupun sosial yang diamati, sebagai instrumen dalam penelitian
kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian
ini adalah sebagai berikut :
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a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan
yang berupa daftar pertanyaan.
b. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan
dengan sumber data yang dianggap penting.
c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka
dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.
d. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan
dengan informan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu
memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data
dengan cara deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dengan data
sekunder, lalu diklarifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Langkah-langkah analisis data sebagai
berikut :
a. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data
tertulis
b. Proses data dengan cara memilah-milah data, sebagai berikut:
Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian,
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan
masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu pada data tersebut :
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1. Editing Data adalah pemeriksaan data hasi penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevasi dan kesahihan data yang akan dideskripsikan
dalam menemukan jawaban permasalahan
2. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang
sebelumnya telah dikategorikan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat
memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah
memenuhi standar objektifiktas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji
keabsahan data penelitiannya.
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil
penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian.
Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik
triangulasi.
Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian
kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan
dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, triangulasi
dengan metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi triangulasi yang dimaksud




A. Gambaran Umum Desa Batetangnga
1. Sejarah Singkat Desa Batetangnga
Sebelum terbentuk Desa Batetangnga sudah terdapat sekelompok masyarakat
yang disebut masyarakat Kanan yang disekitarnya terdapat juga beberapa
kampung yaitu : (a) Kampung Biru, (b) Kampung Kanan, (c) Kampung Penanian,
(d) Kampung Rappoang, (e) Kampung Passembran, (f) Kampung Kaleok
Dengan melihat perkembangan penduduk dan masyarakat ke 6 kampung
itu maka sekitar tahun 1961 kampung ini dibentuklah Desa yang diberi nama Desa
Kanan, Kecamatan Polewali atas persetujuan beberapa Tomaka dan Kerajaan
Binuang  yang berkedudukan di Kampung Kanan sebagai ibu kota
Setelah terbentuk Desa Kanan maka beberapa kampung ini berubah menjadi
RK/Dusun. Yaitu : (a) RK/Dusun Biru, (b) RK/Dusun Kanan, (c) RK/Dusun
Penanian, (d) RK/Dusun Rappoan, (e) RK/Dusun Passembaran, (f) RK/Dusun
Kaleok
Pada tahun 1961 para tomakaka dan masyarakat  6 RK/dusun ini sepakat
untuk mengadakan Pemilihan kepala Desa Kanan, yang terpilih pada saat itu
adalah DAMANG. Dan setelah DAMANG meninggl dunia  maka yang menjadi
Kepala Desa adalah ABD.WAHAB pada waktu itu ia menjabat sebagai Sekretaris
Desa periode 1964 s.d 1966 ( Pejabat sementara ). Dan pada tahun 1966 diadakan
pemelihan secara domokratis dan yang terpih adalah : MAHAMUDDIN dan ia
menjabat sebagai kepala desa tahun 1966 s.d 1983 dan pada tahun 1983 diadakan
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pemilihan kembali dan yang terpilih  adalah SARAILA pada periode 1983 s.d
1991,Selanjutnya pada tahun 1991 kembali diadakan pemilihan kepala Desa dan
yang terpilh adalah: MUCHTAR LALLO SH sampai periode 1991 s.d 1999.
Kemudian tahun 1999 Pejabat sementara pada waktu itu adalan camat Binuang
yaitu SUKIRMAN SH. Dan camat Binuang menunjuk  saudara SIRAJUDDIN
sebagai pejabat sementara sejak 1999 s.d 2001 dan pada tahun 2001
SIRAJUDDIN meningggal Dunia maka yang menggantikan pada waktu itu adalh
Drs HAMDAN ( Camat Binuang) dan Camat Binuang menunjuk saudara
SYARIFUDDIN S.Sos PJS sampai 2003, Kemudian tahun 2003 Pemilihan kepala
Desa  dan yang terpilih  adalah HASAN D sampai periode 2003 s.d 2008 pada
tahun akhir 2008 diadakan pemilihan kepala Desa yang terpilih adalah saudara
SUMAILA DAMANG sampai sekarang. Perlu kami tambahkan bahwa pada
tahun  2008 Desa Batetangnga dimekarkan yaitu Dusun Kaleok menjadi Desa
Kaleok pada tahun 2009.
Pada Tahun 2010 Desa Batetangnga terdidiri 7 Dusun yaitu: 1)Dusun Biru,
2)Dusun Kanan, 3)Dusun Pennian, 4)Dusun Rappoan, 5)Dusun Passembaaran,
6)Dusun Baruga, 7)Tallangbulawan.
Kemudian pada tahun 2013 Dusun Rappoang dan Dusun Biru dimekarkan
masing-masing menjadi 3 Dusun yaitu :
1. Dusun Rappoan yaitu : a)Dusun Saleko, b)Dusun Lumalan
2. Dusun Biru Yaitu : a)Dusun Eranbatu, b)Dusun Pamu’tu
Sehingga pada tahun 2014 Desa Batetangnga terdiri dari 13 Dusun yaitu :
1)Dusun Kanan, 2)Dusun Kanan Bendungan, 3)Dusun Biru, 4)Dusun Eranbatu,
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5)Dusun Pamu’tu, 6)Dusun Rappoan, 7)Dusun Saleko, 8)Dusun Lumalan,
9)Dusun Penanian, 10)Dusun Passembaran, 11)Dusun Baruga, 12)Dusun Tallang
Bulawan, 13)Dusun Galung Pulao
2. Kondisi Demografi Desa Batetangnga
No. Uraian Jumlah Keterangan
1 Kependudukan
A. Jumlah Penduduk (Jiwa)
B.
5766
A. Jumlah KK 1168
B. Jumlah laki-laki 2776
C. Jumlah perempuan 2990




1 Luas wilayah    : 480.000 Km2
2
Jumlah Dusun : 13 (tiga belas)
1. Dusun Kanan















a. Utara : Desa Kaleok
b. Selatan : Kelurahan Amassangan
c. Barat : Desa Rea
d. Timur : Desa Amola
4
Topografi
a. Luas kemiringan lahan (rata-rata)
1. Datar 1106 Ha






a. Suhu 27 – 35 °C
b. Curah Hujan 252 mm
c. Kelembaban udara
d. Kecepatan angin7 Luas lahan pertanian
a. Sawah teririgasi : 164 Ha
b.   Sawah tadah hujan       : -
8 Luas lahan pemukiman : 1100 Ha
Kawasan rawan bencana :
a. Banjir : 100 Ha
4. Kondisi Sosial Budaya Desa Batetangnga
No. Uraian Jumlah Keterangan
1 Kesejahteraan Sosial
A. Jumlah KK Prasejahtera 682
B. Jumlah KK Sejahtera
C. Jumlah KK Kaya 55
D. Jumlah KK Sedang
E. Jumlah KK Miskin 431
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2 Tingkat Pendidikan












Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
a) Kesejahteraan
Jumlah KK Miskin  mendominasi yaitu 40 % dari total KK, sisanya adalah
KK sedang. Dengan banyaknya KK Miskin inilah maka Desa Batetangnga
termasuk dalam DESA PRASEJAHTERA.
b) Tingkat Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan tahun baru
terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi
peringkat Pertama.
c) Agama
Agama yang ada di desa Batetangnga hanya ada dua yakni Islam dan Kristen,
mayoritas penduduk desa Batetangnga memeluk agama Islam, hanya sekitar 15
orang yang menaganut agama Kristen.
5. Kondisi Ekonomi Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Batetangnga
No. Uraian Jumlah Keterangan
1 Mata Pencaharian
A. Buruh Tani 115
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B. Petani 3102 Petani tambak/petani kebun
C. Peternak 25
D. Pedagang 63
E. Tukang Kayu 75





K. Perangkat Desa 5
L. Pengrajin -
M.Industri kecil -
N. Buruh Industri -
O. Lain-lain -
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi di Desa
Batetangnga tergolong sangat dinamis, hampir 70% masyarakat bermata
pencaharian sebagai petani sawah dan kebun, sisanya 30% bermata pencaharian
sebagai Pedagang, PNS, Wiraswasta dan Lain sebagainya. Adapun sumber
penerimaan desa dapat dilihat pada tabel berikut ini.






1 Pajak 26.086.726 26.074.684 32.611.164
2 DPDK / ADD 138.648.574 138.648.574 146.537.648
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:
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1. Penerimaan Pajak, mulai tahun 2011 s/d 2012 mengalami penurunan. Namun
pada tahun 2014 terjadi peningkatan dari tahun 2013. Adapun penyebab dari
peningkatan penerimaan pajak selama tahun 2014 adalah sebagia berikut:
a. Bangunan baru / rumah bertambah
b. Kenaikan tariff
2. DPD/K adalah Dana pembangunan Desa yang bersumber dari pemerintah,
besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.
3. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran Dana
tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.
Berkaitan dengan aktivitas di Desa Batetangnga, maka dapat dilihat pada
sarana prasarana pendukung yang ada di Desa.
7. Sarana dan Prasarana Desa
No Jenis Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Keterangan
1 Kantor Desa 1 Krg prsrn pendukung
2 Gedung SLTA 1
3 Gedung SLTP 1
4 Gedung SD 4
5 Gedung MI 4
6 Gedung TK 1
7 Masjid 13
8 Musholla 5
9 Pasar Desa 1
10 Polindes 1





Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :
a. Gedung SLTP dan SLTA di Desa Batetangng tidak dibangun karena gedung
SLTP dan SLTA terdekat, ada di kota kecamatan yang tidak terlalu jauh dari
desa.
b. Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat
biasanya mereka datang ke pasar yang ada di ibukota kecamatan binuang.
c. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa sudah cukup lengkap
mengingat jumlah penduduk hanya 5.766 jiwa.
8. Pembagian Wilayah Desa
Desa Batetangnga terdiri dari 13 (tiga belas) Dusun yaitu: 1)Dusun Kanan,












9. Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Hingga saat ini Desa Desa Batetangnga sudah mengalami 7 (tuju) kali
pergantian kepemimpinan. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
NAMA-NAMA KEPALA DISTRIK/KEPALA DESA SEBELUM DAN
SESUDAH BERDIRINYA DESA BATETANGNGA
No Periode Nama Kepala Desa Keterangan
1 1961 s/d 1964 DAMANG Distrik
..............................
2 1964 s/d 1966 ABD. WAHAB Ds.Gaya Baru
3 1966 s/d 1983 MAHMUDDIN Ds.
..............................
4 1983 s/d 1991 SARAILA Ds.
..............................
5 1991 s/d 1999 MUCHTAR LALLO, SH Ds.
..............................
6 1999 s/d 2001 SIRAJUDDIN PJS
7 2001 s/d 2003 SYARIFUDDIN, S. Sos PJS
8 2003 s/d 2008 HASAN. D Ds.
..............................
9 2009 s/d 2014 SUMAILA DAMANG Ds.
..............................
Adapun proses pelayanan ke masyarakat yang dilakukan di Kantor Desa
Batetangnga selama ini dapat dilihat pada table berikut.
10. Pemerintahan Umum
No Uraian Keberadaan KeteranganAda Tidak
1 Pelayanan kependudukan Ada
2 Pemakaman Ada
3 Perijinan Ada
4 Pasar tradisional Ada
5 Ketentraman dan tibum Ada
6 Pelayanan pembangunan Ada
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :
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1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja kadang kala ada
juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari, hal ini bisa dimaklumi
karena mayoritas penduduk adalah petani atau buruh tani sehingga kesibukan
bekerja seharian. Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.
2. Pemakaman di Desa Batetangnga belum terorganisir dengan baik karena
luasnya lahan tempat tinggal ataupun lahan perkebunan warga sehingga jika
ada kerabat yang meninggal dunia, maka pemakaman dilakukan di lahan
tersebut.
3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian dan ijin tinggal.
4. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa
dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, orkes Melayu dan
sebagainya. Ijin ini selain ke pemerintah Desa juga diteruskan ke MUSPIKA.
5. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam
atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
6. Pasar tradisional ada, warga bisa datang ke pasar Desa Batetangnga.
7. Babinsa di Desa Batetangnga senantiasa bersiaga jika sewaktu-waktu ada
kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang
dan besar akan  dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.
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12. Potensi dan Masalah
a) Potensi
Berdasarkan Sketsa desa, Kalender musim dan Diagram kelembagaan yang
telah dilakukan di Desa Batetangnga, maka ditemukan berbagai potensi yang
cukup membanggakan sebagaimana terlampir pada Format Masukan  (Lampiran
I.B/1, I.B/2, I.B/3).
b) Masalah
Berdasarkan sketsa Desa, kalender musim dan diagram kelembagaan yang
telah dilakukan di Desa Batetangnga, ditemukan berbagai masalah yang
berpotensi menghambat pembangunan desa dan berdampak buruk jika tidak
segera ditangani. Adapun rekapitulasi masalah yang ada dapat dilihat pada
lampiran Format Masukan (Lampiran I.B/1, I.B/2, I.B/3).
13. Visi dan Misi
a) Visi
“MEWUJUDKAN  MASYARAKAT  DESA  BATETANGNGA YANG
SEJAHTERA,  TERAMPIL, SEHAT, DAN MANDIRI   BERDASARKAN AGAMA
DAN BUDAYA”
b) Misi
 MENINGKATKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM
 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA
 MENDORONG PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
 MENINGKATKAN PENGHASILAN DAN KWALITAS PERTANIAN.
 MENDORONG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN UMUM DAN
PENDIDIKAN AGAMA.
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 MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT.
 MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN MASYARAKAT
14. Kebijakan Pembangunan
a) Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Arah kebijakan pembangunan Desa Batetangnga lebih banyak mengarah pada
pembangunan dan peningkatan kapasitas di sektor perkebunan, persawahan,
peternakan serta dibidang usaha kecil pengolahan potensi sumberdaya alam yang
dimiliki seperti kakao, dan sebagainya, mengingat visi lima tahun kedepan yang
akan dicapai Desa. Namun tidak berarti sektor lainnya kurang mendapatkan
perhatian.  Sektor pendidikan mendapat prioritas kedua untuk diselesaikan,
selanjutnya disektor kesehatan, pertanian, perdagangan dan jasa akan ikut dipacu
guna menuju pembangunan yang lebih baik.
b) Potensi dan Masalah
Dalam mewujudkan arah dan kebijakan Desa maka akan ada beberapa
potensi dan masalah yang akan menjadi pendukung maupun hambatan dalam
mencapai apa yang diharapkan.
Potensi yang akan mendukung arah dan kebijakan desa adalah perangkat
Desa yang lengkap dan penduduk yang rata-rata sudah menjadi pekebun, petani
sawah dan perikanan, selain itu sektor transportasi Desa yang cukup lancar dan
sektor informasi-komunikasi yang cukup memadai karena posisi Desa yang tidak
terlalu jauh dari ibukota kecamatan/kabupaten.
Adapun masalah yang mungkin timbul adalah regulasi yang mendukung
sektor perkebunan, perikanan, dan peternakan, selain itu menyangkut,
perkebunan, peternakan dan hasil usaha kerajinan dari potensi yang dimiliki.
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c) Program Pembangunan Desa
Program pembangunan Desa Batetangnga mencakup beberapa bidang
kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja dalam 5 (lima) tahun
kedepan dan program kerja tahunan.  Untuk melihat Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat dilihat pada tabel berikut ini.
d) Strategi Pencapaian
Untuk mencapai apa yang menjadi visi desa maka ada beberapa strategi yang
akan dilakukan, yakni :
1. Percepatan kegiatan pembangunan transportasi dan pendukungnya
dibidang sarana dan prasarana pendukung disektor perkebunan, perikanan
dan persawahan.
2. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi petani coklat, sawah, dan perikanan
serta peternak menyangkut  teknologi-teknologi dan inovasi baru disektor
perkebunan, peternakan dan perikanan.
3. Bekerjasama dengan pihak luar desa untuk membantu terakomodirnya
hasil perkebunan, dan peternakan ketempat lain di luar desa
B. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
1. Penjabaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa.
Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat
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yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan lembaga masyarakat lainnya.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan
Permusyawaratan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada
kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi
“musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan
mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses
yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit
politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai
menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.
Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209). Oleh karenanya Badan
Permusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari
masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan
penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga dapat menjadi
lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.
Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan Desa maka Badan
Permusyawaratan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan
Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak
semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa
tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :
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1) Artikulasi adalah penyerapi masyarakat yang dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa.
2) Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas
aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
3) Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan/atau oleh Pemerintah
Desa.
4) Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat. Anggota Badan
Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan
yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan
Permusyawaratan Desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan
Desa adalah 6(enam) tahun dan dapat dipilh lagi untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan
berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai berikut:
a. Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebanyak 5 (lima) orang.
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b. Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah
anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 7 (tujuh) orang.
c. Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah
anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 9 (Sembilan) orang.
d. Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah
anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 11 (sebelas) orang.
e. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebanyak 13 (tiga belas) orang.
2. Pelaksanaan fungsi pengayoman dan fungsi legislasi Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Batettangnga
Telah diketahui bahwa yang dimaksud mekanisme kerja antara Badan
Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa (Kepala Desa) adalah hubungan
kerja yang terdiri dari: 1) hubungan pertanggungjawaban, di mana pemerintah
desa (Kepala Desa) memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang
diberikan;2) hubungan konsultasi dan kerjasama, di mana pemerintah desa
(Kepala Desa) dapat melakukan konsultasi dan kerjasama dengan Badan
Permusyawaratan Desa; 3) hubungan kerja dalam membuat ketetapan bersama di
Desa, dan membuat peraturan Desa; 4) hubungan kontrol, yaitu Badan
Permusyawaratan Desa melakukan kontrol atas kinerja pemerintah.
Berdasarkan wawancara penyusun kepada salah satu warga Desa bernama
Nasruddin, beliau mengatakan tidak menegetahui apa fungsi dari Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).1 Salah satu indikator dalam penelitian ini  adalah
1 Nasruddin (37 Tahun), Petani, Wawancara, Batetangnga tanggal 17 November 2014
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aktivitas Kepala Desa dalam mempertanggungjawabkan kerja yang diberikan
berupa wujud pembangunan fisik. Sedangkan hubungan konsultasi dan kerja sama
antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala Desa berada pada intensitas
konsultasi dan kerjasama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.
Menurut Abd. Rajab Majid (Ketua Badan Permusyawaratan Desa
menyatakan bahwa: “Sebelum mengambil kebijakan mengenai pembangunan desa
dan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, Kepala Desa
biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa”.2
Dengan demikian dapat diketahui bahwa penjabaran mekanisme (hubungan)
kerja Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan peran fungsinya di desa
Batetangnga tidak berjalan baik, baik hubungan kerja dengan pemerintah, maupun
hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah dan
masyarakat. Penilaian dari masyarakat yang mengatakan bahwa kinerja Badan
Permusyawaratan Desa tidak berjalan efektif, menunjukkan bahwa pelaksanaan
peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batetangnga tersebut
masih perlu ditingkatkan.
Menurut Lahabi bahwa hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa
dengan Kepala Desa sering terhambat, karena adanya arogansi dari Kepala Desa
yang tidak mau diatur, demikian pula sebaliknya anggota Badan Permusyawaratan
2Abd Rajab Majid (38 Tahun), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Wawancara,
Batetangnga tanggal 20 November 2014.
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Desa sering menganggap lembaganya dapat berbuat apa saja terhadap keberadaan
Kepala Desa3.
Hal ini juga disampikan oleh Syarifuddin yang mengatakan bahwa hubungan
kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala desa kurang berjalan
efektif karena adanya sikap feodalisme kepala desa yang maunya menang sendiri.
Sementara hubungan kerja antara pemerintah dengan masyarakat kurang kondusif
karena masyarakat belum mengetahui secara seksama fungsi dari lembaga Badan
Permusyawaratan Desa.4
Di sisi lain Sahabuddin menilai bahwa bahwa hubungan kerja antara
lembaga-lembaga yang ada di desa di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang
Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan secara maksimal karena lembag-
lembaga tersebut masih baru, dan masih mencari bentuk, sehingga para anggota
Badan Permusyawaratan Desa masih perlu diberikan pembekalan tentang
eksistensi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, serta memberikan pengertian
pada masyarakat akan arti penting keberadaan Badan Permusyawaratan Desa
ditengah-tengah masayarakat.5
Dengan demikian, dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa tingkat
pendidikan, ekonomi (pendapatan), sarana dan prasarana, partisifasi masyarakat,
serta keamanan lingkungan dan stabilitas politik merupakan bagian integral yang
3Lahabi (55 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Batetangnga tanggal 17 November
2014.
4 Syarifuddin (52 Tahun), Guru, Wawancara, Batetangnga tanggal 18 November 2014.
5Sahabuddin (46) Sekretaris Desa Batetangnga, wawancara tanggal 20 November 2014.
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dapat mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar.
Dari uaraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara konkrit, efektivitas
pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batetangga
Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar sangat dipengaruhi oleh
kurangnya sarana dan prasarana, tunjangan yang tidak jelas, pendidikan dan
keterampilan para anggota Badan Permusyawaratan Desa yang relatif masih
rendah di mana masih adanya pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang
belum mengetahui perannya  karena pengetahuannya yang terbatas, kurangnya
koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Edi S, mengatakan bahwa pelaksanaan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Batetangnga tidak efektif karena
tidak adanya sarana dan prasarana yang disiapkan Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut, di samping
tingkat pendidikan yang masih rendah, serta honor bagi anggota Badan
Permusyawaratan Desa yang tidak ada. 6
Beliau juga mengatakan “Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam
mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa
Batetangnga adalah peningkatan kualitas pendidikan, pemberian honor tetap dan
memadai kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan kualitas
keagamaan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta partisipasi aktif anggota
masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah perlu membuat peraturan desa
6 Edi S (40 Tahun),Kaur Umum, Wawancara, Batetangnga tanggal 21 November 2014.
83
yang lebih proporsional sesuai dengan tuntutan zaman, pelatihan anggota Badan
Permusyawaratan Desa, bantuan pasilitas/sarana dan prasarana, serta biaya
operasional melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa”.
Di samping itu perlu peningkatan Sumber Daya Manusia bagi anggota Badan
Permusyawaratan Desa agar Badan Legislasi Desa tersebut mampu melihat
sumber daya atau aset Desa yang dapat menambah Anggaran Pendapatan Belanja
Desa, dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya kerjasama antara Kepala Desa
dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan roda
pemerintahan di Desa
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Penampung Dan Penyalur Aspirasi
Masyarakat.
Indikator yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi
pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batetangga Kecamatan
Binuang Kabupaten polewali Mandar adalah aktifitas anggota Badan
Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).
Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa yang terdiri atas fungsi pengayoman, legislasi,
pengawasan, dan fungsi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat seperti
yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat
mengatakan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif dalam
melaksanakan fungsinya di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten
polewali Mandar, sedangkan selebihnya mengatakan telah aktif.
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Permusyawaratan Desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten
polewali Mandar belum menyadari fungsinya, serta tidak memiliki loyalitas
yang tinggi terhadap lembaga tersebut. Ungkapan Sumaila Damang yang
mengatakan bahwa: “Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar berjalan dengan
baik karena didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan tugas tersebut, meskipun sebagaian anggota Badan
Permusyawaratan Desa menilai bahwa sarana dan prasarana yang ada belum
memadai, tetapi sarana tersebut sangat menunjang jika dioptimalkan fungsinya.
Selain itu, adanya kerjasama yang baik dikalangan anggota Badan
Permusyawaratan Desa”.7
Abd. Rahmat mengatakan bahwa:“Pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten
polewali Mandar berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari masyarakat,
artinya masyarakat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan Badan
Permusyawaratan Desa, seperti gotong royong. Pelaksanaan peran dan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa juga dapat berjalan dengan baik apabila didukung
oleh sarana dan prasarana yang memadai, kelancaran tunjangan, serta
pendidikan dan keterampilan anggota Badan Permusyawaratan Desa”.8
7Sumila Damang (40 Tahun),Camat Binuang, Wawancara, Batetangnga tanggal 21
November 2014.
8Abd. Rahmat (37 Tahun),Kaur Pemerintah, Wawancara, Batetangnga tanggal 20 November
2014.
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Sementara Abdullah menilai bahwa:“Pelaksanaan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten
polewali Mandar belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan antara lain
karena pola rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak didasarkan
pada pengetahuan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap
fungsinya, sehingga tidak aktifnya beberapa anggota Badan Permusyawaratan
Desa dalam melaksanakan fungsinya disebabkan karena kurangnya pengertian
mereka mengenai tugasnya. Bahkan tidak jarang pemilihan anggota Badan
Permusyawaratan Desa didasarkan kepada usulan Kepala Desa”.9
Adanya sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak
melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik menurut Abd. Hakim
disebabkan karena sebagian besar anggota Badan Permusyawaratan Desa belum
memahami peran dan fungsinya, karena tidak didukung oleh Sumber Daya
Manusia (SDM), serta Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan
Permusyawaratan Desa kurang jelas dan anggaran Badan Permusyawaratan
Desa tidak ada.10
Sementara Muh. Arsyad mengatakan bahwa Kurang efektifnya pelaksanaan
peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa disebabkan karena kurangnya
kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, dan
program pemerintah yang dijalankan oleh Kepala Desa tidak berjalan sesuai
yang diharapkan, serta adanya kontra antara pihak masyarakat dengan Kepala
9Abdullah (55 Tahun),Tokoh Masyarakat, Wawancara, Batetangnga tanggal 21 November
2014.
10Abd. Hakim (40 Tahun),Guru, Wawancara, Batetangnga tanggal 22 November 2014.
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Desa. Di sisi lain, kurang efektifnya pelaksanaan peran dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten
polewali Mandar disebabkan karena kurangnya Koordinasi antara satu dusun
dengan dusun lainnya.11
Hasil wawancara dengan A. Ruslan Idris, mengatakan bahwa: “Pelaksanaan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak berjalan efektif disebabkan karena
Sumber Daya Manusia anggota Badan Permusyawaratan terbatas, seperti
kurangnya pemahaman dan pengetahuan teknis tentang penyusunan peraturan
desa serta orientasi tugas. Hal ini antara lain disebabkan karena pengangkatan
anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak disesuaikan dengan pelaksanaan
tugas, fungsi dan wewenang yang akan diemban oleh Badan Permusyawaratan
Desa sebagai lembaga legislatif Desa”.12
Lain halnya dengan ungkapan Syafaruddin Lantar yang mengatakan
bahwa:“Pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tidak
berjalan efektif karena Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang baru
dibentuk di desa, sehingga fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum begitu
dikenal ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, karena pemerintah belum
mampu menberikan anggaran tetap untuk kesejahteraan dan biaya operasional
11 Muh Arsyad (30 Tahun), Tokoh Pemuda, Wawancara, Batetangnga tanggal 22 November
2014.
12A Ruslan (40 Tahun), Dosen, Wawancara, Batetangnga tanggal 21 November 2014.
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anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta belum adanya sarana pendukung
berupa kantor”.13
Adapun penilaian dari masyarakat seperti yang diungkapkan oleh H.M.
Tahir, mengatakan bahwa: “Pelaksanaan peran dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa kurang berjalan secara efektif karena kurangnya
koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa setempat,
kurangnya kerjasama anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan
masyarakat, dan kurangnya kepedulian terhadap masyarakat kecil”.
Hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut di atas menunjukkan
bahwa pelaksanaan peran fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar masih perlu
ditingkatkan, agar otonomi desa serta pelaksanaan pembangunan dapat terwujud
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.14
Menurut Indar Jaya, Badan Permusyawaratan Desa dibentuk di desa sebagai
wahana dalam membuat peraturan desa, dan berfungsi mengayomi adat istiadat
serta sebagai mitra kerja pemerintah desa. Dengan adanya otonomi desa, maka
desa berhak membuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau mengurus rumah
tangganya sendiri. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah
dalam pelaksanaan Otonomi Desa kadang kala tidak melaksanakan peran dan
fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Badan
13Syafaruddin (32 Tahun), Tokoh  Agama, Wawancara, Batetangnga tanggal 21 November
2014.
14H.M Tahir (56 Tahun),PNS, Wawancara, Batetangnga tanggal 22 November 2014.
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Permusyawaratan Desa sering menganggap bahwa dirinya yang menentukan
segala kebijakan yang akan dilaksanakan Kepala Desa.15
Indar Jaya, lebih lanjut mengatakan Badan Permusyawaratan Desa sebagai
mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan Otonomi Desa, Badan
Permusyawaratan Desa diharapkan dapat membantu kepala desa memikirkan
agar kehidupan masyarakat bisa lebih baik dalam segala segi.16
Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan otonomi Desa
merupakan mitra pemerintah desa dan juga sebagai unsur pengawas dalam
pelaksanaan pembangunan desa. Desa Batetangga Kecamatan Binuang
Kabupaten polewali Mandar, kurang mampu menjalankan otonomi desa secara
optimal karena sumber daya manusianya belum memadai. Kedudukan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Otonomi Desa sangat
membantu masyarakat terutama dalam pemilihan kepala Desa secara bebas,
langsung dan rahasia, serta mengawasi kepala desa dalam pelaksanaan
pemerintahan Desa.
Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa tersebut, maka desa dapat
menyusun program sendiri sesuai kebutuhan desanya masing-masing, dan
kepala desa tidak bisa sewenang-wenang sebab kepala desa harus memberikan
laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun.
Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa, eksistensinya
15Indar Jaya (40 Tahun),PNS, Wawancara, Batetangnga tanggal 22 November 2014.
16Indar Jaya (40 Tahun),PNS, Wawancara, Batetangnga tanggal 22 November 2014.
.
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sangat menentukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pembahasan Hasil Penelitian
Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa
memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan
pembangunan Desa. Oleh kerena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa
diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang
cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah
Desa.
Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan
Permusyawaratan Desa desa Batetangnga belum sepenuhnya sesuai dengan aturan
hukum tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa
dalam proses pengawasan pelaksanaan pemerintahan Desa Batetangnga antara
lain:
a. Sikap Mental
Masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa
penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Permusyawaratan
Desa memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi
pribadi yang menilai negatif/baik terhadap peran dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar
dari berbagai ketentuan yang ada.
b. Sosialisasi Tentang Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
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Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum
memahami betul apa tugas dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini
muncul karena adanya ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang
dimaksud.
c. Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/Tradisi
Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek
moyang terdahulu sampai kini masih dibawa oleh sebagian anggota Badan
Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang
menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang
tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa.
d. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu indikator utama dalam
pembangunan masyarakat pedesaan.Di desa Batetangnga dapat disimpulkan
bahwa sumber daya manusia yang tersedia masih tergolong sangat rendah
sehingga menjadi penghambat dalam pengembangan kinerja Badan
Permusyawaratan Desa sehingga berpengaruh terhadap kemajuan desa
Batetangnga.
C. Penjabaran Mekanisme Kerja Badan Permusyawaratan Desa dalam
Melaksanakan Fungsinya di Desa Batetangnga
1. Penjabaran mekanisme kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dengan kepala desa.
Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa yang dimaksud mekanisme
kerja antara BPD dengan pemerintah desa (Kepala Desa) adalah hubungan kerja
yang terdiri dari: 1) hubungan pertanggungjawaban, di mana pemerintah desa
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(Kepala Desa) memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang diberikan; 2)
hubungan konsultasi dan kerjasama, di mana pemerintah desa (kepala desa)
dapat melakukan konsultasi dan kerjasama dengan BPD; 3) hubungan kerja
dalam membuat ketetapan bersama di desa, dan membuat peraturan desa; 4)
hubungan kontrol, yaitu BPD melakukan kontrol atas kinerja pemerintah.
Adapun indikator penilaian dalam hal ini adalah aktivitas kepala desa dalam
mempertanggungjawabkan kerja yang diberikan berupa wujud pembangunan
fisik. Sedangkan hubungan konsultasi dan kerja sama antara BPD dengan kepala
desa indikatornya pada intensitas konsultasi dan kerjasama BPD dengan kepala
desa.
Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Rasidin, mengatakan bahwa
hubungan konsultasi dan kerjasama BPD dengan kepala desa berjalan baik
namun perluh ditingkatkan.17
Menurut Djuanda ,beliau mengataan bahwa: “Sebelum mengambil
kebijakan mengenai pembangunan desa dan hal-hal yang berhubungan dengan
kepentingan masyarakat, Kepala Desa biasanya berkonsultasi terlebih dahulu
dengan BPD”.
Berdasarkan hasil pengamatan penyusun di lapangan terkait dengan kontrol
BPD terhadap kinerja kepala desa serta penggunaan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah oleh Kepala Desa tidak berjalan baik.
2. Penjabaran mekanisme kerja antara Pemerintahan (Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa) dengan Masyarakat.
17Rasidin (40 Tahun),PNS, Wawancara, Batetangnga tanggal 22 November 2014.
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Hubungan kerja antar pemerintahan (kepala desa dan Badan
Permusyawaratan Desa) dengan masyarakat, meliputi: 1) hubungan aspirasi,
yaitu masyarakat menyampaikan aspirasi, baik melalui Badan Permusyawaratan
Desa maupun Kepala Desa; 2) hubungan kontrol, yaitu masyarakat mengontrol
kinerja pemerintahan yang ada; 3) hubungan pertanggungjawaban, di mana
badan-badan yang ada melakukan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan.
Hubungan kontrol antara Kepala Desa dengan masyarakat indikator
penilaiannya adalah intensitas masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap
aktivitas Kepala Desa dalam pembangunan, serta kemauan (political will)
Kepala Desa untuk melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Beradasarkan hasil wawancara penyusun dengan beberapa masyarakat
terhadap kinerja pemerintah desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa) menjawab bahwa kontrol yang dilakukan masyarakat terhadap kinerja
pemerintah tidak berjalan. Adapun hubungan pertanggungjawaban antara
pemerintah dengan masyarakat dengan indikator aktivitas BPD dan Kepala Desa
dalam proses pembangunan terkadang tidak tepat waktu.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa penjabaran mekanisme (hubungan)
kerja BPD dalam melaksanakan peran fungsinya di Desa Batetangga Kecamatan
Binuang Kabupaten polewali Mandar berjalan kurang baik, baik hubungan kerja
dengan pemerintah, maupun hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah dan
masyarakat. Namun demikian, adanya penilaian dari sebahagian masyarakat
yang mengatakan bahwa kinerja BPD berjalan efektif, menunjukkan bahwa
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pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Batetangnga tersebut masih perlu ditingkatkan.
Menurut Mansyur Ramli (Tokoh masyarakat) bahwa hubungan kerja Badan
Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa sering terhambat, karena adanya
arogansi dari Kepala Desa yang tidak mau diatur, demikian pula sebaliknya
anggota Badan Permusyawaratan Desa sering menganggap lembaganya dapat
berbuat apa saja terhadap keberadaan Kepala Desa.18
Hal ini juga disampikan oleh Indar Kadi ,yang mengatakan bahwa hubungan
kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala desa kurang berjalan
efektif karena adanya sikap feodalisme kepala desa yang maunya menang
sendiri. Sementara hubungan kerja antara pemerintah dengan masyarakat kurang
kondusif karena masyarakat belum mengetahui secara seksama fungsi dari
lembaga Badan Permusyawaratan Desa.19
Di sisi lain Abd Rahman menilai bahwa bahwa hubungan kerja antara
lembaga-lembaga yang ada di desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang
Kabupaten polewali Mandar belum berjalan secra maksimal karena lembag-
lembaga tersebut masih baru, dan masih mencari bentuk, sehingga para anggota
Badan Permusyawaratan Desa masih perlu diberikan pembekalan tentang
eksistensi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, serta memberikan
18Mansyur Ramli (40 Tahun),Tokoh masyarakat, Wawancara, Batetangnga tanggal 22
November 2014.
19Indar Kadi (35 Tahun),PNS, Wawancara, Batetangnga tanggal 22 November 2014.
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pengertian pada masyarakat akan arti penting keberadaan Badan
Permusyawaratan Desa di tengah-tengah masayarakat.20
3. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terdapat beberapa yang mempengaruhi
kinerja Badan Permusyawaratan Desa desa Batetanggnga, di antaranya:
a. Tingkat pendidikan.
Pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pendidikan formal anggota Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten
polewali Mandar, yang merupakan faktor penunjang dalam menjalankan tugas,
fungsi dan wewenangnya.
Untuk lebih jelasnya tentang tingkat pendidikan anggota BPD di Desa
Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar menunjukkan
bahwa tingkat pendidikan anggota BPD di Desa Batetangnga yakni SLTA
sebanyak 4 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 5 orang
dan sebihnya adalah lulusan sarjana.
Dengan rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD, maka tidak
mengherankan jika pemahaman mereka mengenai tugas fungsi dan perannya
masih rendah, karena secara teoretis bahwa tingkat pendidikan dapat
mempengaruhi profesionalisme seseorang dalam menjalankan aktivitasnya.
b. Ekonomi (gaji).
Gaji yang dimaksud dalam hal ini adalah besarnya honor yang diterima oleh
anggota BPD dalam menjalankan tugasnya setiap bulan.
20Abd Rahman (45 Tahun),tokoh masyarakat, Wawancara, Batetangnga tanggal 25
November 2014.
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Mengenai tingkat pendapatan (gaji) anggota BPD di Desa Batetangga
Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar, seperti digambarkan dalam
menunjukkan bahwa 7 orang anggota BPD mengatakan mendapatkan gaji
kurang dari Rp. 200.000 perbulan, dan 3 orang anggota BPD mengatakan bahwa
tunjangan yang didapatkan setiap bulan adalah tidak tetap, bahkan dari 3 orang
tersebut, 1 orang di antaranya yang mengatakan bahwa kadang tidak
mendapatkan gaji setiap bulan.
c. Sarana dan prasarana.
Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan oleh anggota BPD dalam
melaksanakan fungsinya, seperti Kantor, kendaraan bermotor, Mesin Ketik dan
lain-lain.
Anggota Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa tidak efektifnya
pelaksanaan peran dan fungsi BPD disebabkan karena tidak tersedianya sarana
dan prasarana yang memadai.
d. Partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah adanya kontribusi atau sikap
mendukung dari anggota masyarakat baik fisik maupun non-fisik yang dapat
membantu pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang ditujukan
dengan adanya keterlibatan (partisipasi) aktif masyarakat, dengan indikator
pada aktivitas masyarakat dalam memberikan kontribusi pemikiran serta pro
aktif dalam setiap kegiatan Badan Permusyawaratan Desa.
e. Lingkungan.
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Lingkungan adalah keadaan wilayah yang merupakan area tugas Badan
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya, seperti tingkat
keamanan dan stabilitas politik.Keamanan lingkungan di Desa Batetangga
Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar cukup kondusif, namun
stabilitas politik tidak kondusif terutama di antara para perangkat desa.
Dengan demikian, dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa tingkat
pendidikan, ekonomi (pendapatan), sarana dan prasarana, partisifasi masyarakat,
serta keamanan lingkungan dan stabilitas politik merupakan bagian integral yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan
Desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar.
Dapat dipahami bahwa secara konkrit, efektivitas pelaksanaan peran dan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Batetangga Kecamatan Binuang
Kabupaten polewali Mandar sangat dipengaruhi oleh kurangnya sarana dan
prasarana, tunjangan yang tidak jelas, pendidikan dan keterampilan para anggota
Badan Permusyawaratan Desa yang relatif masih rendah di mana masih adanya
pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang belum mengetahui perannya






Berdasarkan pokok permasalahan yang diidentifikasikan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batetangnga Kecamatan
Binuang Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan fungsinya belum
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. karena
dipengaruhi oleh: 1) Sikap Mental, arogansi pribadi yang menilai
negatif/baik terhadap peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta
selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar berbagai ketentuan
yang ada. 2) Sosialisasi Tentang Tugas dan Fungsi Badan
Permusyawaratan Desa, masih ada sebagian anggota Badan
Permusyawaratan Desa yang belum memahami betul apa tugas dan fungsi
mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya
ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud. 3)
Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/Tradisi, Adat istiadat atau
kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu
sampai kini masih dibawa oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan
Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu,
tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para
anggota Badan Permusyawaratan Desa. 4) Sumber Daya Manusia, Sumber
daya manusia merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan
masyarakat pedesaan. Di desa Batetangnga dapat disimpulkan bahwa
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sumber daya manusia yang tersedia masih tergolong sangat rendah sehingga
menjadi penghambat dalam pengembangan kinerja Badan Permusyawaratan
Desa sehingga berpengaruh terhadap kemajuan desa Batetangnga.
2. Penjabaran mekanisme kerja Badan Perwakian Desa dalam melaksanakan
fungsinya di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali
Mandar tidak sepenuhnya berjalan dengan baik disebabkan: 1) Tingkat
pendidikan, tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar masih
tergolong rendah yakni SLTA sebanyak 4 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) sebanyak 5 orang dan sebihnya adalah lulusan sarjana.
Dengan rendahnya tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan
Desa, maka tidak mengherankan jika pemahaman mengenai tugas fungsi
dan perannya masih rendah, karena secara teoretis bahwa tingkat pendidikan
dapat mempengaruhi profesionalisme seseorang dalam menjalankan
aktivitasnya. 2) Ekonomi (gaji), Rendahnya honor Badan Permusyawaratan
Desa mangakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan peran dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa disebabkan karena tidak tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai. 4) Partisipasi Masyarakat, adanya kontribusi atau
sikap mendukung dari anggota masyarakat baik fisik maupun non-fisik yang
dapat membantu pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang
ditujukan  dengan adanya keterlibatan  (partisipasi) aktif masyarakat,
dengan indikator pada aktivitas masyarakat dalam memberikan kontribusi
pemikiran serta pro aktif dalam setiap kegiatan Badan Permusyawaratan
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Desa. 5) Lingkungan, keadaan wilayah (Desa) yang merupakan area tugas
Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya, seperti
tingkat keamanan dan stabilitas politik. Keamanan lingkungan di Desa
Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten polewali Mandar cukup
kondusif, namun stabilitas politik tidak kondusif terutama di antara para
perangkat desa.
B. Implikasi Penelitian
1. Diharapkan kepada pihak pemerintah desa Batetangnga agar lebih efektif
dalam melaksakan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.
2. Masyarakat Desa Batetangnga seharusnya lebih berpatisipasi dalam upaya
meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat di Desa.
3. Kepala Desa serta seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa
Batetangnga, dalam menjalin hubungan, bukan hanya sekedar hubungan
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